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Srikandi Wahyuning Tyas, E0014385. 2018. ANALISIS 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA GANGGUAN 
BIPOLAR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NO. 
190/PID.B/2013/PN.MLG., PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
TANGERANG NO. 1215/PID.SUS/2012/PN.TNG. DAN PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERI WONOSARI NO. 90/PID.B/2013/PN.WNS.). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana 
penderita gangguan bipolar dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang 
Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 
90/Pid.B/2013/PN.WNS. serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
sifat penelitian preskriptif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data dalam 
penulisan hukum ini merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh 
penulis yaitu studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik deduksi silogisme terkait pertanggungjawaban 
pidana dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Malang 
Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 
90/Pid.B/2013/PN.WNS.  
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penentuan 
pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar disesuaikan dengan 
kondisi yang menyertai penderita dalam kasus hukum. Apabila tidak ditemukan 
hubungan antara penyakit dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terdakwa 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan 
Pengadilan Negeri Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan 
Pengadilan Negeri Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS. dianggap mampu 
untuk bertanggungjawab sehingga dapat dijatuhi pidana.  
 













Srikandi Wahyuning Tyas, E0014385. 2018. ANALYSIS OF CRIMINAL 
LIABILITY OF INDIVIDUALS WITH BIPOLAR DISORDER (STUDY OF 
DECISION OF MALANG DISTRICT COURT NUMBER 
190/PID.B/2013/PN.MLG., DECISION OF TANGERANG DISTRICT COURT 
NUMBER 1215/PID.SUS/2012/PN.TNG. AND DECISION OF WONOSARI 
DISTRICT COURT NUMBER90/PID.B/2013/PN.WNS.). Faculty of Law 
Sebelas Maret University of Surakarta. 
This research aims to analyze about criminal liability of individuals with 
bipolar disorder within Decision of Malang District Court Number 
190/Pid.B/2013/PN.MLG., Decision of Tangerang District Court Number 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. and Decision of Wonosari District Court 
Number90/Pid.B/2013/PN.WNS. also consideration of Jugdes in deciding cases. 
This research is a normative legal research with prescriptive characteristic. 
This research used statute approach and case approach. The type of data in this 
research is secondary data with primary and secondary legal material. The 
technique of collecting legal sources was obtained through the study of literature. 
The legal sources was analyzed based on the deductive syllogism method related 
to criminal liability in the Decision of Malang District Court Number 
190/Pid.B/2013/PN.MLG., Decision of Tangerang District Court Number 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. and Decision of Wonosari District Court 
Number90/Pid.B/2013/PN.WNS. 
The result of the research is to determine the criminal liability of individuals 
with bipolar disorder are based on their mental condition in related legal cases. If 
no relationship was found between mental illness and criminal act, it means the 
defendant in Decision of Malang District Court Number 
190/Pid.B/2013/PN.MLG., Decision of Tangerang District Court Number 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. and Decision of Wonosari District Court 
Number90/Pid.B/2013/PN.WNS. can be held responsible and can be sentenced. 
 





















“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) 
dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah:6-8) 
 
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar 
baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 
barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-
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A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan menjadi hal yang kerap terjadi di lingkungan 
masyarakat. Beberapa faktor penyebab kejahatan, diantaranya yaitu 
masalah pekerjaan ataupun masalah sosial yang kemudian dapat memicu 
keadaaan stres. Keadaan stres ini terkadang tidak disadari karena tidak 
selalu berdampak langsung terhadap kesehatan fisik. Tekanan hidup yang 
semakin meningkat, problematika kehidupan yang makin kompleks, dan 
banyaknya anggota masyarakat yang kurang mampu beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan ini dapat mengakibatkan kesehatan jiwa seseorang 
menjadi terganggu dan berpotensi memicu munculnya berbagai tindakan 
kejahatan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain. 
Data WHO (2016) menerangkan bahwa “ terdapat sekitar 35 juta 
orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena 
skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia. Di Indonesia, dengan 
berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman 
penduduk; maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang 
berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas 
manusia untuk jangka panjang” 
(http://www.depkes.go.id/article/print/16100700005/peran-keluarga 
dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html diakses pada Kamis, 16 
November 2017, Pukul 14.42 WIB). Berdasarkan data WHO tersebut, 
dapat diketahui fakta bahwa sebesar 60 juta orang terkena Gangguan 
Bipolar. Jumlah ini mendominasi dibandingkan kategori gangguan jiwa 
lainnya.  
Definisi Gangguan Bipolar sendiri menurut National Institute of 
Mental Health (NIMH) USA yaitu : 
Bipolar disorder is a serious brain illness. It is also called manic-
depressive illness or manic depression. People with bipolar 




very happy and “up,” and are much more energetic and active 
than usual. This is called a manic episode. Sometimes people with 
bipolar disorder feel very sad and “down,” have low energy, and 
are much less active. This is called depression or a depressive 
episode. Bipolar disorder is not the same as the normal ups and 
downs everyone goes through. The mood swings are more extreme 
than that and are accompanied by changes in sleep, energy level, 
and the ability to think clearly. Bipolar symptoms are so strong 
that they can damage relationships and make it hard to go to 
school or keep a job. They can also be dangerous. Some people 
with bipolar disorder try to hurt themselves or attempt suicide. 
(National Institute of Mental Health (NIMH) USA, 2015:1). 
Gangguan Bipolar atau bipolar disorder ini juga dikenal dengan 
nama manik-depresif. Suasana hati seorang penderita gangguan bipolar 
cepat berubah dari senang menjadi sedih. Pada saat episode manik 
penderita  bisa merasa sangat senang, energik dan lebih aktif dari biasanya. 
Sedangkan pada saat episode depresi penderita gangguan bipolar ini 
merasa sangat sedih dan menjadi kurang aktif. Gejala Bipolar yang begitu 
kuat dapat merusak hubungan dan membuat penderitanya menjadi sulit 
untuk pergi ke sekolah atau mempertahankan sebuah pekerjaan. Penderita 
juga dapat membahayakan orang lain dan berisiko tinggi untuk melakukan 
bunuh diri. 
Penderita gangguan bipolar ini juga terlibat dalam beberapa kasus 
hukum di Indonesia. Berdasarkan inventarisir Penulis melalui Direktori 
Mahkamah Agung sejak Januari 2010 s.d. Mei 2018, terdapat 4 putusan 
terkait dengan penderita Gangguan Bipolar ini yaitu 2 putusan pidana 
khusus terkait penyalahgunaan narkotika Gol.I bagi diri sendiri yakni 
Putusan Nomor.1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG dan Putusan Nomor. 
752/Pid.Sus/2013/PN.Dps., juga 2 putusan pidana umum diantaranya 
penipuan dalam Putusan Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG dan Perlawanan 
terhadap seorang Pegawai Negeri yang sedang melakukan pekerjaannya 
yang sah dalam Putusan Nomor. 90/Pid.B/2013/PN.WNS. 
(https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=bipolar diakses 
pada Jumat, 18 Mei 2018, Pukul 20.06 WIB). Selain kasus-kasus yang 




publikasi dalam direktori mahkamah agung. Pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara yang terkait dengan penderita gangguan bipolar juga 
berbeda-beda begitupun dengan pertanggungjawaban pidananya. 
Terhadap kasus yang melibatkan penderita Gangguan Bipolar 
maupun kategori gangguan jiwa lainnya dalam hal kejahatan yang 
dilakukan penderita, Hakim dalam pertimbangannya mengkaitkan dengan 
Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44 KUHP 
memberikan ketentuan yang sebagai berikut : 
(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;  
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan 
kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau 
terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan 
supaya orang itu di masukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu 
tahun sebagai waktu percobaan; 
(3) Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 
Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 
Menilai seseorang dapat bertanggungjawab atau tidak, Hakim 
wajib memperhatikan berbagai aspek dan kondisi pelaku tindak pidana 
dalam memutus perkara. Selain itu, hakim juga tidak boleh mengabaikan 
fakta-fakta terkait, seperti memeriksa kebenaran dan menilai kemampuan 
bertanggungjawab pelaku tindak pidana apabila ia seorang dengan 
Gangguan Bipolar atau gangguan kejiwaan lainnya, bisa dengan 
melibatkan para  psikater (disebut juga dokter spesialis kejiwaan, yang 
menangani masalah kejiwaan yang bersifat klinis yang disertai halusinasi 
dan delusi serta  meresepkan obat untuk perawatan) atau psikolog 
(menangani masalah kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku dan 
aktivitas sehari-hari tapi tidak meresepkan obat medis) dan/atau 
menggunakan ilmu bantu lainnya seperti halnya dalam kedokteran 






Terdapat penelitian terdahulu yang membahas 
pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan kejiwaan yang di 
dalamnya membahas 2 kasus penderita gangguan bipolar yaitu kasus Joko 
Damar Nugroho (JDN) dan Sriatun (SR). Tersangka JDN secara berurutan 
melakukan beberapa tindak kriminal yakni perzinahan dengan wanita yang 
bersuami, percobaan pencurian sepeda motor, percobaan pencurian helm, 
dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hasil visum et repertum 
psikiatrikum (VeRP) menyatakan bahwa JDN menderita gangguan bipolar 
episode mania tanpa gejala psikotik (Adriesti Herdaetha, 2014:44-45). 
Kesimpulan VeRP menyebutkan bahwa JDN mampu memahami nilai dan 
tindakannya, mampu memaksudkan sesuatu, namun kurang mampu 
mengarahkan tujuan yang sadar sehingga ia dianggap tidak mampu 
bertanggungjawab untuk sebagian atas serangkaian tindak pidana yang 
dilakukannya (Adriesti Herdaetha, 2014:63). Kasus JDN ditutup karena 
pelapor yang melaporkan perzinahan JDN dengan istrinya mencabut 
laporannya dan JDN sendiri diketahui merupakan salah satu pasien RSJD 
dr.Arif Zainudin Surakarta (Adriesti Herdaetha, 2014:76) 
Selanjutnya kasus Sriatun (SR) yang dibawa oleh Penyidik unit 
Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Magetan ke RSJD 
dr.Arif Zainudin Surakarta untuk diperiksan keadaan jiwanya, yang 
kemudian diketahui bahwa SR menganiaya anak kandungnya hingga 
tewas. Berdasarkan hasil pemeriksaan SR didiagnosa menderita gangguan 
bipolar episode kini depresi berat dengan gejala psikotik (Adriesti 
Herdaetha, 2014:46-48). Terdakwa SR yang menderita gangguan bipolar 
menyatakan bahwa ada keinginan kuat yang muncul spontan untuk 
menganiaya anaknya agar tidak merepotkan hidupnya (suatu alasan yang 
masuk akal, tetapi tidak sesuai norma yang ada dalam masyarakat). 
Keinginan tersebut tidak mampu ia kendalikan (tidak mampu menentukan 
kehendaknya). Ia tahu bacokan sabit berulang kali bisa membunuh 
anaknya (mampu mengerti nilai dan akibat perbuatannya). Pada waktu 




perbuatannya menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan). Jadi 
ahli berkesimpulan tersangka dianggap tidak mampu bertanggung jawab 
untuk sebagian (Adriesti Herdaetha, 2014:63-64). Terdakwa SR dijatuhi 
pidana penjara selama 6 (enam) tahun, lebih ringan satu tahun dari 
tuntutan JPU dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan No. 
369/Pid.Sus/2012/PN.Mgt. (Adriesti Herdaetha, 2014:78). 
Meskipun kedua kasus dalam penelitian terdahulu di atas 
menyatakan penderita gangguan bipolar tidak dapat bertanggungjawab 
untuk sebagian, namun yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua tindak 
pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan bipolar merupakan 
dampak dari penyakit bipolar tersebut. Meski memiliki beberapa gejala 
yang dapat berpotensi untuk melakukan kejahatan, namun perlu dianalisis 
lebih lanjut apakah keadaan tersebut merupakan akibat dari penyakit 
gangguan bipolar atau dilakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar.  
Berdasarkan uraian fakta di atas, Penulis tertarik untuk 
menganalisis lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana penderita 
gangguan bipolar dikaitkan dengan 3 putusan hakim dalam rangka 
penulisan hukum (skripsi) dengan berjudul “Analisis Pertanggungjawaban 
Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Malang No. 190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri 
Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan 
Negeri Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS.)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar 
(bipolar disorder) dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri 






C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian hukum ini adalah memecahkan masalah 
sebagaimana yang tercantum dalam latar belakang dan rumusan masalah 
di atas. Tujuan ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan objektif dan tujuan 
subjektif, yaitu : 
1. Tujuan Objektif 
Mengetahui dan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana 
penderita gangguan bipolar dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang 
No. 190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 
No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri 
Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Memperluas dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam 
bidang hukum terutama dalam aspek hukum Pidana  maupun baik 
dalam teori maupun praktek. 
b. Memperoleh data dan informasi yang lengkap guna penyusunan 
penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat memperoleh 
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum utamanya 
Hukum Pidana itu sendiri. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 
pemecahan masalah serta solusi yang efektif terkait 





c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan, 
referensi, maupun acuan dalam penulis hukum maupun penelitian 
lainnya di masa yang akan datang. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penulis 
untuk mendalami hukum pidana itu sendiri utamanya yang terkait 
dengan masalah pertanggungjawaban serta apsek hukum lainnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan 
terkait pertanggungjawaban pidana penderita bipolar sehingga 
tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. 
E. Metode Penelitian 
Metode atau teknis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini yaitu : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan 
hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. 
Penulis hendak mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun 
sekunder sehingga menghasilkan argumentasi dan teori terkait 
pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar dikaitkan 
dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 
No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri 
Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif yaitu untuk 
menjawab isu hukum yang ada sehingga dapat memberi pandangan 
dan argumentasi mengenai pertanggungjawaban pidana penderita 
gangguan bipolar dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri 




Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan 
Pengadilan Negeri Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan. 
Penulis menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus 
(case approach). Penjelasan mengenai kedua pendekatan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) ini 
dilakukan dengan menelaah isi dari KUHP, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Jiwa, Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam 
Medis, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan 
Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum 
dan SEMA RI No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan 
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu 
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan 
Rehabilitasi Sosial. 
b. Pendekatan kasus (case approach) 
Pendekatan kasus (case approach) ini dilakukan dengan 
cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus dalam 
penelitian terdahulu dan tiga putusan hakim yang terkait 
dengan pertanggungjawaban pidana penderita gangguan 
bipolar yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri 
Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan 




yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data dalam penulisan hukum ini merupakan data 
sekunder dengan bahan hukum : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat yaitu : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 
2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 
3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Jiwa; 
4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam 
Medis; 
5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan 
Penegakan Hukum; 
6) SEMA RI No. 04 Tahun 2010 Tentang 
Penempatan Penyalahgunaan, Korban 
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam 
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi 
Sosial; 
7) Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG.; 
8)  Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG.; 
9) Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 
90/Pid.B/2013/PN.WNS. 




Bahan hukum sekunder merupakan semua bahan hukum 
yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer 
yaitu : Hasil karya ilmiah para sarjana;Buku-buku ilmiah; 
Kamus-kamus; Jurnal-jurnal hukum, jurnal kesehatan dan 
kedokteran, serta jurnal psikologi; Literatur dan hasil 
penelitian lainnya. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh 
penulis yaitu studi dokumen (studi kepustakaan) terhadap bahan 
hukum tertulis dengan menggunakan analisis terhadap subtansi 
dari sumber hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban 
pidana penderita gangguan bipolar yang dikaitkan dengan Putusan 
Pengadilan Negeri Malang No. 190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan 
Pengadilan Negeri Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. 
dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 
90/Pid.B/2013/PN.WNS. sehingga penulis akan mendapatkan 
landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan 
diteliti.  
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini 
adalah teknik deduksi silogisme. Penulis menyusun argumentasi 
dari premis mayor yaitu semua aturan hukum yang berkaitan 
dengan pertanggungjawabn pidana penderita gangguan bipolar, 
kemudian dikaitkan dengan premis minor yang berisi fakta-fakta 
yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 
No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri 
Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika dalam penulisan hukum disajikan guna memberikan 




dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan baku penulisan hukum. 
Penulis membagi sistematika penulisan hukum ini dalam 4 (empat) bab, 
yang saling berkaitan dan berhubungan yang dimaksudkan untuk 
mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. 
Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika 
penulisan hukum (skripsi).  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai 
mengenai kerangka teori yang berkaitan dengan tindak 
pidana, unsur kesalahan, konsep pertanggungjawaban 
pidana, alasan penghapus pidana, gangguan jiwa dan 
kaitannya dengan gangguan bipolar (bipolar disorder), 
dasar pertimbangan hakim dalam putusan dan kerangka 
berpikir berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana 
penderita gangguan bipolar dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Malang No. 190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan 
Pengadilan Negeri Tangerang No. 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan 
Negeri Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS.. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan 
hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan 
masalah yang menjadi dasar Penulis dalam melakukan 
penelitian tentang pertanggungjawaban pidana penderita 
gangguan bipolar dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Malang No. 190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan 




1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan 
Negeri Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS. 
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini penulis akan menarik simpulan dari hasil 
penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya dan penulis akan memberikan saran terkait 
pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri 
Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan 






TINJAUAN PUSTAKA  
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana 
a. Istilah Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal 
dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah 
ini terdapat dalam WvS Belanda namun hingga kini masih belum ada 
keseragaman pendapat. Istilah-istilah yang pernah digunakan dalam 
perundangan-perundangan maupun dalam literatur hukum sebagai 
terjemahan dari “strafbaar feit” yaitu : 
1) Tindak pidana  
Istilah tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah seluruh 
peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak 
pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono 
Projodikoro dalam buku Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. 
Istilah “tindak” menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti 
positif (handelen) semata dan tidak kelakuan manusia yang pasif 
atau negatif (nalaten). Padahal pengertian dari feit adalah 
perbuatan aktif dan pasif. Perbuatan aktif ini artinya suatu 
perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya suatu 
gerakan tubuh manusia. Contoh perbuatan aktif ini adalah 
perbuatan mengambil (Pasal 362 KUHP). Sedangkan perbuatan 
pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan bentuk perbuatan fisik 
apapun sehingga seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban 
hukumnya, misalnya pada perbuatan tidak menolong (Pasal 531 
KUHP) (Adami Chazawi, 2002:67-70).  
2) Peristiwa Pidana 
Istilah peristiwa pidana dapat digunakan oleh beberapa ahli 
hukum misalnya R.Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum 





“peristiwa” sendiri menggambarkan pengertian yang luas dari 
kata perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada 
perbuatan manusia melainkan mencakup pada seluruh kejadian 
yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia 
semata, tetapi juga alam, seperti matinya sesorang karena 
disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting 
dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana 
apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia 
(Adami Chazawi, 2002:68-69). 
3) Perbuatan Pidana 
Istilah ini digunakan oleh Moeljatno dalam buku Asas-asas 
Hukum Pidana dan Roslan Saleh dalam buku Perbuatan Pidana 
dan Pertanggungjawaban Pidana. Secara literlijk, istilah perbuatan 
adalah yang paling tepat sebagai terjemahan feit, seperti yang 
telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukm kita, 
misalnya istilah materieele feit atau formeele feit (feiten een 
formeele omschrijving, untuk rumusan perbuatan dalam tindak 
pidana formil). Demikian juga istilah dalam banyak rumusan 
norma-norma tertentu dalam Wvs (Belanda) demikian juga WvS 
(Nederland Indie/Hindia Belanda), misalnya Pasal 1 KUHP, 44 
KUHP, 48 KUHP, 63 KUHP, 64 KUHP, selalu diterjemahkan 
oleh para ahli hukum kita dengan perbuatan dan tidak dengan 
tindak pidana atau peristiwa maupun pelanggaran. Moeljatno 
mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai oleh aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar tersebut” (Adami 
Chazawi, 2002:68-71). 
Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana lebih tepat 





1) Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan 
manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan 
oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada 
perbuatannya. Sedangkan ancaman pidana itu ditujukan pada 
orangnya. 
2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan 
ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan 
yang erat dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan 
atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) 
dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan 
erat pula. 
3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka 
lebih lepat digunakan istiilah perbuatan pidana, suatu pengertian 
abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu : 
pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya 
orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu (Adami 
Chazawi, 2002:71). 
Inti dari pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa  istilah 
perbuatan pidana lebih tepat digunakan karena perbuatan pidana 
sebagaimana yang tercantum dalam definisi perbuatan pidana 
merupakan suatu pengertian abstrak yang merujuk pada dua keadaan 
konkrit yaitu larangan yang ditujukan pada perbuatan manusia, 
sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya, dan di antara 
keduanya ada hubungan yang erat. 
Sedangkan alasan Moeljatno menyatakan istilah peristiwa 
pidana dan istilah tindak pidana tidak tepat karena : 
1) Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa 
menggambarkan hal yang konkrit (padahal strafbaar feit 
sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, 
misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam hukum 
pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang 
dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain. 
2) Sedangkan istilah tindak pidana, perkataan “tindak” tidak 
menujuk pada hal abstrak seperti perbuataan, tapi sama dengan 
perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkrit, 
seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih 
dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak (Adami 
Chazawi, 2002:71-72). 
Pendapat Moeljatno di atas yang menyatakan bahwa istilah 





tersebut merujuk pada hal yang konkrit dan bukan pada hal yang 
abstrak sebagaimana dimaksud pada strafbaar feit. Sehingga definisi 
perbuatan pidana yang merupakan suatu pengertian abstrak yang 
merujuk pada dua keadaan konkrit merupakan pengertian yang tepat 
untuk digunakan. 
Menurut Sudarto, pemakaian istilah yang berlainan itu tidak 
menjadi sebuah permasalahan, asal diketahui apa yang dimaksudkan 
dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu. Namun 
Sudarto, lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti 
yang dilakukan oleh pembetuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat 
diterima oleh masyarakat, jadi mempunyai “sociologische gelding” 
(Sudarto, 1990:39). 
b. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana 
Para ahli memberikan pengertian berbeda-beda mengenai 
tindak-pidana. Terdapat 2 golongan yang berbeda pendapat mengenai 
hal tersebut. Golongan yang pertama dikenal dengan pandangan 
“monistis”. Golongan kedua yaitu dikenal dengan pandangan 
“dualistis”. Pendapat ahli dari golongan monistis ini antara lain ada 
Simons dan E.Mezger. 
Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) 
yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang 
berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggungjawab (Tri Andrisman, 2007:81). Simons 
kemudian mengelompokkan menjadi 2 yaitu unsur objektif dan unsur 
subjektif. Unsur objektif terdiri dari : perbuatan manusia, akibat dari 
perbuatan tersebut dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu 
seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sedangkan unsur subjektif  terdiri dari 
: orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya  unsur kesalahan 
(dolus dan culpa) (Sudarto, 1990:40).  
E. Mezger berpendapat bahwa : Die Straftat ist der Inbegriff 
der Voraussetzungen der Strafe (Tindak pidana adalah keseluruhan 
syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan : Die Straftat ist 
demnach tatbestandlich-rechtwidrige, pers onlich-zurechenbare 






1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau 
membiarkan); 
2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang 
subyektif); 
3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; diancam 
pidana. (Sudarto, 1990:40). 
Simons dan Mezger sama-sama mendefinisikan tindak pidana 
sebagai perbuatan manusia yang melawan hukum dan dilakukan atas 
kesalahan yang dapat diancam pidana sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. Pendapat dari golongan monistis 
ini memasukan unsur pertanggungjawabkan sebagai salah satu unsur 
tindak pidana sehingga untuk dapat dikatakan adanya tindak pidana 
maka unsur pertanggungjawabkan pidana harus muncul di dalamnya. 
Pendapat ahli dari golongan dualistis antara lain ada Pompe 
dan Moeljatno. Menurut Pompe tindak pidana menurut teori adalah 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena adanya 
kesalahan dari seseorang dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum. Sedangkan 
menurut hukum positif pengertian ini merupakan suatu kejadian yang 
oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang 
melawan hukum (Tri Andrisman, 2007:81). 
Moeljatno memberi arti  kepada “perbuatan pidana” sebagai 
perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar 
larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-
unsur : 
1) Perbuatan (manusia); 
2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini 
merupakan syarat formil), dan; 
3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil). 
Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan 
bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur 
perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang 
berbuat (Sudarto, 1990:42-43). 
Moeljatno berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah 
syarat yang mutlak yang tidak harus ada dalam perbuatan pidana. 





unsur pertanggungjawaban pidana dalam unsur perbuatan pidana. 
Moeljatno menambahkan bahwa unsur kesalahan dan 
pertanggungjawaban pidana melekat pada mereka yang melakukan 
perbuatan pidana sehingga tidak perlu dimasukan dalam unsur-unsur 
perbuatan pidana. 
Menurut Sudarto, pandangan ahli mengenai definisi tindak 
pidana baik dari golongan monistis maupun dualistis tidak berbeda 
secara prinsipil (Sudarto, 1990:44). Tindak pidana dan 
pertanggungjawaban pidana saling terkait satu sama lain. Sebelum 
adanya pertanggungjawaban pidana pasti terlebih dahulu ada tindak 
pidana oleh seseorang. Terlepas dari pertanggungjawaban pidana ini 
dimasukan dalam unsur tindak pidana atau tidak, pada akhirnya ketika 
sesorang melakukan tindak pidana, ia akan tetap dimintai 
pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut. 
2. Tinjauan tentang Unsur Kesalahan 
a. Pengertian dan Unsur-unsur Kesalahan 
Ajaran kesalahan dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan 
mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak 
akan membuat seseorang bersalah kecuali jika memang ada niat jahat 
sebelumnya. Doktrin tersebut dalam bahasa Inggris dirumuskan 
dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is 
legally blameworthy. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 
memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang 
terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin 
jahat/tercela (mens rea) (Hanafi, 1999:27).  
Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan 
pidana apabila tidak ada adanya unsur kesalahan. Sehingga apabila 
tidak ditemuinya unsur kesalahan atau sikap batin jahat/tercela pada 
seseorang maka ia tidak dapat dipidana. Apabila dikaji lebih lanjut, 
pengertian kesalahan menurut para ahli hukum pidana, ternyata 
terdapat beberapa pandangan.  
Vos menjelaskan bahwa pengertian kesalahan mempunyai tiga 
tanda khusus yaitu: 






2) Hubungan batin tertentu dari orang yang  melakukan perbuatan 
itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; 
3) Tidak terdapat alasan penghapus pidana. (Teguh Prasetyo, 
2013:51). 
Sejalan dengan pengertian kesalahan seperti tersebut di atas, 
pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan 
terdiri atas : 
1) Kemampuan bertanggungjawab (zurechnungsfahig ist); 
2) Adanya bentuk kesalahan (schuldform) yang berupa kesengajaan 
(vorzatz) dan culpa (fahrlassigkeit); 
3) Tak ada alasan penghapus kesalahan 
(keinenschuldaussschiesungsgurunde) (Bambang Poernomo, 
1994:136-137). 
Pandangan Vos dan E. Mezger tentang pengertian kesalahan 
mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mendefinisikan bahwa untuk 
adanya kesalahan harus ada kemampuan bertanggungjawab, hubungan 
batin sebagai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 
kealpaan, dan tidak ada alasan penghapus pidana. 
Mengenai unsur-unsur dari kesalahan itu sendiri, Sudarto 
memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Vos dan 
E. Mezger di atas. Menurut Sudarto, kesalahan terdiri dari beberapa 
unsur yaitu : 
1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat 
(Schuldfahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit) artinya keadaan jiwa 
pembuat harus normal. 
2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang 
berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) ini disebut 
bentuk-bentuk kesalahan. 
3) Tidaka adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak 
adanya alasan pemaaf (Sudarto, 1990:91). 
Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi maka seseorang dapat 
dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana 
sehingga bisa dipidana. 
b. Bentuk-bentuk Kesalahan 
Bentuk-bentuk dari kesalahan yaitu berupa kesengajaan (dolus) 






1) Kesengajaan (dolus) 
Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai 
kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda 
ada sedikitnya keterangan yang mengenai kesengajaan ini, yang 
menyatakan “pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada 
barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan 
dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)”. Secara singkat, 
kensengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang 
mengetahui perbuatan tersebut (Adami Chazawi, 2002:93). 
Sudarto juga mengemukakan hal yang sama. Sengaja di sini 
berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya. 
Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki 
perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari 
tentang apa yang dilakukan itu. Misalnya seorang ibu yang 
sengaja tidak memberi susu kepada anaknya, mengehendaki dan 
sadar akan perbuatannya tersebut (Sudarto, 1990:102) 
Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat sengaja, 
maka ada dua teori yaitu teori kehendak  dan teori pengetahuan 
atau membayangkan. 
Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak 
yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk 
mewujudkan perbuatan itu memang telah dikendaki sebelum 
seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada 
rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan diamna 
akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana 
materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga 
harus ditujukan pada akibat timbulnya akibat itu. Hal ini nampak 
jelas pada perbuatan pada kejahatan pembunuhan (338) (Adami 
Chazawi, 2002:93). 
Berdasarkan  dari teori kehendak ini, misalnya pada kasus 
pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, seseorang yang melalukan 
perbuatan nyawa orang lain dengan membacok dengan sebilah 





tersebut (yang juga ia kehendaki). Perbuatan yang ia kehendaki 
dan akibat dari perbuatan tersebut keduanya saling berkaitan. 
Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah 
mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan 
dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak 
pidana, kesengajaan itu adalah mengenai segala hal yang ia 
ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan 
beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya 
sebagaimana yang dirumuskan dalam UU. Misalnya kesengajaan 
pada pencurian (362) (Adami Chazawi, 2002:93). 
Berdasarkan  dari teori pengetahuan ini, misalnya pada 
kasus pencurian dalam Pasal 362 KUHP, seseorang yang 
mengambil HP milik teman sekelasnya yang bukan kepunyaannya 
secara diam-diam, dan berdasarkan kesadaraannya ia mengatahui 
atau dapat membayangkan bahwa perbuatan tersebut adalah hal 
yang tercela (melawan hukum). 
Selain itu dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 3 
bentuk kesengajaan yaitu : 
a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) 
Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya 
dengan menghendaki (willens) untuk mewujudkan suatu 
perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak 
berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) 
dan/atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan 
itu (tindak pidana materiil). Itulah bentuk yang paling 
sederhana dari pengertian kesengajaan sebagai maksud. 
Misalnya untuk maksud membunuh, maka dengan sebilah 
pisau ditikamnya korban sampai mati. Di sini perbuatan 
menikam itu dikehendaki demikian juga kematian akibat 
tikaman itu juga ia kehendaki (Adami Chazawi, 2002:95-96). 
b) Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij 
zekerheidsbewustzijn) 
Kesengajaan sebagai kepastian adalah berupa 
kesadaran seseorang terhadap sesuatu akibat yang menurut 
akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya 
suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang 
disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu, 
dilakukannya juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai 





menggunakan sebuah pistol, sedangkan B berada di balik 
sebuah kaca. Sebelum menggunakan senjatanya, disadarinya 
bahwa dengan tembakan yang dilakukannya akan berakibat 
pecahnya kaca itu. Kesadaran akan pecahnya kaca ini adalah 
berupa kesengajaan sebagai kepastian (Adami Chazawi, 
2002:97). 
c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn) atau dolus eventualis 
Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan 
untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada 
akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan 
dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk 
mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil 
resiko untuk melakukan perbuatan itu. Contoh klasik tentang 
ini, ialah suatu arrest HR yang dikenal dengan Arrest Kue 
Hoornse (19 Juni 1911). Kasusnya demikian : di kota Hoorn, 
seseorang berkehendak membunuh orang yang dibencinya 
dengan cara mengirimkan kue taart yang di dalamnya telah 
diisi racun yang mematikan. Setelah kue itu dikirim dan 
diterima oleh musuhnya itu, ternyata kue tidak dimakan oleh 
yang dituju, melainkan dimakan oleh istrinya dan matilah 
sang istri. HR dalam putusannya menyatakan bahwa 
pengirim kue telah melakukan (a) pembunuhan berencana 
terhadap istri dan (b) percobaan pembunuhan terhadap suami 
(Adami Chazawi, 2002:96). 
2) Kealpaan (culpa) 
Tidak ada definisi tersendiri dalam KUHP mengenai 
kealpaan atau culpa ini. Menurut Sudarto, kealpaan ini 
merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada 
kesengajaan, tetapi bukannya kesengajaan yang ringan. Kealpaan 
ini jga timbul karena ia alpa, ia sembrono, teledor, ia berbuat 
kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Beberapa penulis 
menyebut beberapa syarat untuk adanya kealpaan. Hazewinkel-
Suringa menyatakan bahwa kealpaan sebagai kekurangan 
penduga-duga atau kekurangan penghati-hati. Sedangkan Pompe 
menyatakan bahwa yang dapat masuk kealpaan yaitu dapat 
mengirakan timbulnya akibat, mengetahui adanya kemungkinan 





yang tetap menghidupkan mesin mobilnya pada waktu mengisi 
bensin. Apabila hal tersebut mengakibatkan kebakaran yang 
membahayakan keselamatan harta-benda atau seseorang, maka ia 
sedikitnya dinyatakan telah karena kealpaannya mengakibatkan 
hal-hal tersebut dan dapat dipidana (Sudarto, 1990:123-127). 
Menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat dari 
peristiwa ke peristiwa. Yang harus memegang ukuran normatif 
dari kealpaan itu adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai 
suatu perbuatan in concreto dengan ukuran norma penghati-hati 
atau penduga-duga seraya memperhitungkan di dalamnya segala 
keadaan dan keadaan pribadi si pembuat (Sudarto, 1990:126).  
3. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana 
Menurut Romli Atmasasmita secara sistematis Pound mengartikan 
liability sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan 
diterima pelaku dari seorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan 
semakin efektifnya perlindungan Undang-undang terhadap kepentingan 
masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan 
bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran 
“ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” 
kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi 
dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli“, melainkan dari sudut 
kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, konsepsi “liability” diartikan sebagai 
“reparation”, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi “liability”, dari 
“compsition for vengeance” menjadi “reparation for injury”. Perubahan 
bentuk wujud ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis 
merupakan awal dari “liability” atau “pertanggungjawaban” (Romli 
Atmasasmita, 1989:80). 
Uraian di atas pada intinya menjelaskan bahwa konsep 
pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya terkait soal hukum, 
melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral dan kesusilaan umum 
yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam 
masyarakat. Konsep “liability” atau “pertanggungjawaban” ini mengalami 
perubahan persepsi dan konsep. Perubahan ini menekankan bahwa ketika 
sesorang melakukan suatu perbuatan pidana maka ia harus memiliki 
kemampun bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Penjatuhan pidana 





dengan akibat perbuatannya tersebut utamanya yang terkait dengan 
masalah nilai-nilai moral dan kesusilaan umum dalam masyarakat. 
Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana 
diartikan sebagai diteruskannya celaan yang ada pada perbuatan pidana 
dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena 
perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang 
dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik 
dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. 
Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk  kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang 
dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak 
dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka 
pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada (Hanafi Amrani dan 
Mahrus Ali, 2015:21).  
Inti dari pendapat Roeslan Saleh dalam menentukan 
pertanggungjawaban pidana, harus ada unsur perbuatan yang bersifat 
melawan hukum baik bersifat formiil maupun materiil, lalu atas 
perbuatannya tersebut dapat ditemukan kesalahan, maka 
pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada orang tersebut. 
Gambaran lebih rinci mengenai hal itu dikemukakan Sue Titus 
Reid bahwa ketika tindak pidana dan/atau ommision digabungkan dengan 
pemikiran untuk melakukan tindakan pidana dan keadaan yang 
menyebabkan kejahatan, tanggung jawab pidana dapat dihasilkan.  
Gambar 1. Konsep pertanggungjawaban menurut Sue Titus Reid 




























Chairul Huda memperjelas bahwa dasar adanya tindak pidana 
adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas 
kesalahan. Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya akan dipidana 
jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. 
Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban 
orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya 
pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan 
seseorang (Chairul Huda, 2006 : 68).  
Berdasarkan pendapat Sue Titus Reid dan juga Chairul Huda di 
atas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika orang 
tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Tidak mungkin 
jika seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri 
tidak melakukan perbuatan kesalahan. Tindak pidana ini juga timbul akibat 
adanya tindakan yang bersifat melawan hukum dan adanya niat jahat atau 
mens rea. 
Terkait kemampuan bertanggungjawab, Sudarto memberikan 3 
pengertian dalam hal ini yaitu mengenai mampu bertanggungjawab, tidak 
mampu bertanggungjawab untuk sebagian dan kekurangan kemampuan 
untuk sebagian. Ketiga pengertian ini menjelaskan bahwa ada beberapa 
keadaan yang dapat mempengaruhi pertanggungjwaban pidana seseorang 
sehingga ia tidak dapat bertanggung jawab secara penuh. 
Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan 
sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya 
penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun 
dari orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa sesorang mampu 
bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila : 
a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa 
perbuatannya bertentangan dengan hukum; 
b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran 
tersebut. 
Sedangkan Van Hamel menjelaskan bahwa kemampuan 
bertanggungjawab adalah suatu keadaan normative psychis dan 
kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu : 






b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut 
pandangan masyarakat tidak dibolehkan; 
c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-
perbuatan itu (Sudarto, 1990:93). 
Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki 
kehendak atau berkehendak atas perbuatan tersebut. Selanjutnya atas 
perbuatan tersebut ia dapat menginsyafi atau mengetahui atau dalam artian 
menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. 
Sehingga dengan terpenuhinya kedua hal tersebut, seseorang dianggap 
dapat bertanggungjawab secara penuh. 
Tidak ada definisi tersendiri mengenai tidak mampu 
bertanggungjawab untuk sebagian. Penjelasan mengenai tidak mampu 
bertanggungjawab untuk sebagian ini biasanya dikaitkan dengan beberapa 
jenis penyakit jiwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana sesuai isi 
Pasal 44 KUHP. Beberapa jenis penyakit jiwa yang mengakibatkan 
penderitanya bisa disebut tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian 
misalnya yaitu kleptomanie, pyromanie, claustrophobie dan 
achteryolgingswaan. 
Jenis penyakit yang termasuk tidak mampu bertanggungjawab 
untuk sebagian (gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid) misalnya: 
a. Kleptomanie 
Ialah penyakit jiwa yang berujud dorongan yang kuat dan tak 
tertahan untuk mengambil barang orang lain tetapi tidak tak 
sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang 
dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama 
sekali baginya. Dalam keadaan biasa ia jiwanya sehat; 
b. Pyromanie 
Ialah penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan 
pembakaran tanpa alasan sama sekali; 
c. Claustrophobie 
Ialah penyakit jiwa berupa ketakutan untuk berada di ruang 
yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut misal lalu 
memecah-mecah kaca jendela; 
d. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-dikejar atau 
diuber-uber (achteryolgingswaan) oleh musuh-musuhnya. 
Di luar dari keadaan-keadaan tersebut di atas mereka yang 





perbuatannya, yang ada hubungan dengan penyakit itu. Kalau antara 
penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap 
dapat pidana. Misalnya seorang kleptomaan melakukan penganiayaan; 
seorang pyromaan yang mencuri; seorang yang menderita claustrophobie 
memalsu surat; seorang yang menderita penyakit perasaan diuber-uber 
melakukan penipuan. Perbuatan-perbuatan ini tidak ada hubungannya 
secara kausal dengan penyakitnya. Dalam hal-hal ini mereka tetap 
dianggap sebagai mampu bertanggungjawab secara penuh (Sudarto, 
1990:96-97). 
Penyakit-penyakit seperti kleptomanie, pyromanie, claustrophobie 
dan achteryolgingswaan sebagaimana disebutkan diatas hanyalah contoh 
bahwa ada beberapa penyakit yang dapat membuat penderitanya dapat 
disebut tidak mampu betanggungjawab untuk sebagian. Masih ada banyak 
penyakit jiwa lainnya yang serupa di mana pelakunya dapat dikatakan 
tidak mampu bertanggungjawab pula. Namun ada hal perlu ditegaskan 
dalam hal ini yakni harus adanya hubungan antara perbuatan pidana 
dengan penyakit tersebut. Hubungan ini dimaksudkan bahwa akibat 
adanya penyakit tersebut dapat mengakibatkan seseorang melakukan 
tindak pidana. Apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan bukan karena 
gangguan penyakit maka seseorang dianggap mampu bertanggungjawab 
secara penuh sehingga dapat dijatuhi pidana. 
Ilmu hukum pidana juga mengenal apa yang dinamakan 
“kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab” (verminderde 
toerekeningsvatbaarheid). Terdakwa yang dianggap “kekurangan 
kemampuan untuk bertanggungjawab” tetap dianggap mampu untuk 
bertanggungjawab dan dapat dipidana akan tetapi faktor itu dipakai 
sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan (Sudarto, 
1990:97). Keterangan kekurangan kemampuan bertanggungjawab pada 
seseorang hanya dapat dikeluarkan oleh seorang psikiater atau dokter jiwa 
yang paham dibidangnya. kekurangan kemampuan bertanggungjawab ini 
terkait dengan watak dasar seseorang yang dapat menjadi faktor yang 
memperingan dalam penjatuhan pidana seseorang.  
Selain hal-hal tersebut di atas, pada kenyataanya setiap orang 





pertanggungjawaban pidana seseorang, ditentukanlah pula keadaan-
keadaan tertentu yang ada pada seseorang itu sehingga ia dianggap tidak 
mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Keadaan tertentu 
yang ada pada seseorang ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP 
yang kemudian dikenal dengan alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan 
penghapus penuntutan. KUHP sendiri juga tidak mengatur tentang 
kemampuan bertanggungjawab, yang diatur ialah kebalikannya, yaitu 
ketidakmampuan bertanggungjawab. Pasal 44 KUHP merupakan salah 
satu alasan penghapus pidana yang dalam hal ini termasuk dalam “alasan 
pemaaf”. Ketentuan Pasal 44 KUHP berbunyi: 
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya 
cacat dalam tumbuhnya (gebrikkige ontwikkeling) atau 
terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 
(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya 
cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka 
hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan ke dalam 
rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu 
percobaan. 
(3) Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 
Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.  
Pasal 44 Ayat (1) sebagaimana tersebut di atas mengatur tentang 
alasan-alasan penghapus pidana, utamanya terkait alasan pemaaf di mana 
tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang yang terletak pada diri 
orang itu (inwendig) akibat jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 
terganggu karena penyakit.  
Mengenai jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrikkige 
ontwikkeling) atau pertumbuhan yang tidak sempurna sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (1) di atas menurut van Hattum, 
pertumbuhan yang tidak sempurna haruslah diartikan sebagai suatu 
pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara 
kemasyarakatan, misalnya apa yang disebut “imbecilliteit”, “imbesilitas” 
ataupun yang juga disebut “onnozelheid” atau “swakzinnigheid” atau yang 
juga sering disebut dengan “lemah pikiran” dan juga apa yang disebut 
“idiotie” atau “idioot”, “stomzinnighied”, “achterlijkheid”. Dengan 
demikian tidak termasuk ke dalam pengertian pertumbuhan yang tidak 
sempurna itu adalah misalnya keterbelakangan atau pertumbuhan yang 





anak atau kurangnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang 
(Lamintang, 2013:401). 
Terkait pertumbuhan yang tidak sempurna atau jiwanya cacat 
dalam tumbuhnya (gebrikkige ontwikkeling) ini akan menjadi 
pertimbangan hakim tersendiri apabila yang bersangkutan melakukan 
tindak pidana atau hal-hal yang melawan hukum. Apabila ia tidak 
melakukan tindak pidana, maka hal ini bukan menjadi suatu permasalahan. 
Misalnya, down syndrom yang melakukan penganiayaan hingga 
mengakibatkan luka-luka. Tidak sempurnanya akal ini mengakibatkan 
kurang bisa mengendalikan diri hingga mengakibatkan kerugian bagi yang 
lainnya. Sehingga apabila seorang anak kurang mendapatkan perhatian 
dari orangtuanya atau kurangnya pendidikan yang telah diperoleh 
seseorang hingga mengakibatkan keterbelakangan bukan menjadi bagian 
dari definisi pertumbuhan yang tidak sempurna. Secara umum, 
pertumbuhan yang tidak sempurna ini dapat dilihat semenjak kelahiran 
karena dapat dikenali dari ciri-ciri fisik maupun dirasakan dari segi 
psikisnya seiring pertumbuhan. 
Selanjutnya dalam Pasal 44 Ayat (1) juga disebutkan pula 
mengenai tidak dipidananya seseorang apabila terganggu karena penyakit. 
Menurut Pompe yang dimaksud dengan “ziekelijke storing der 
geestvermogens” atau “gangguan penyakit pada kemampuan jiwa” itu 
adalah gangguan karena “geestesziekten” atau “penyakit-penyakit jiwa” 
ataupun yang juga disebut psychosen juga disebut pula 
“ontwikkelingsstoornissen” itu ke dalam pengertiannya. Van Hamel juga 
berpendapat bahwa untuk memberlakukan ketentuan sebagaimana yang 
telah diatur di dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP itu, orang harus 
memperhatikan “ledere storing door ziekte” atau setiap gangguan karena 
penyakit. Terkait hal tersebut, maka yang perlu diperhatikan itu bukan 
hanya “de eenvondige psychosen” atau “psikosa-psikosa yang sederhana” 
seperti manie (keadaan mania), melancholie (melankoli) atau dementie 
(demensia) dengan segala kaitannya, melainkan juga apa yang disebut 
“algemene paralyse”, neurosen atau neurosa seperti epilepsie (epilepsi) 
dengan gangguan yang bersifat tetap atau tidak, dan yang disebut hysterie 
(histeria). Selanjutnya harus pula diperhatikan gangguan-gangguan yang 
berat sebagai akibat dari apa yang disebut “hereditaire generatie” atau 
“degradasi karena keturunan” yaitu antara lain apa yang disebut “insania 
moralis”, kemudian juga kepekaan patologis terhadap alkohol, idiotisme 





Menentukan seseorang tidak dapat bertanggungjawab karena 
penyakit-penyakit jiwa menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh hakim 
dalam persidangan. Penyakit-penyakit ini menjadikan alasan pemaaf bagi 
pelaku tindak pidana. Artinya di sini, unsur kesalahannya hapus karena 
penyakit yang dideritanya. Sejauh ini belum ada penggolongan yang pasti 
mengenai mana saja kategori gangguan jiwa yang termasuk pertumbuhan 
yang tidak sempurna dan mana saja yang terganggu karena penyakit 
Pengklasifikasian ini membutuhkan riset mendalam mengingat banyak dan 
beragamnya jenis gangguan yang ada serta rumitnya gejala dan kadang 
tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Namun, beberapa ahli 
pidana dalam bukunya secara eksplisit maupun impisit menyebut beberapa 
nama penyakit maupun gejalanya dalam membedakan antara yang 
termasuk pertumbuhan yang tidak sempurna dengan yang terganggu 
karena penyakit meski hanya secara singkat. 
Pasal 44 Ayat (2) KUHP mengatur mengenai tindakan yang 
diambil oleh hakim berkaitan dengan akibat jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Hakim dapat 
memerintahkan tersebut untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, 
paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Biasanya hakim meminta 
pendapat ahli yang dalam hal ini biasanya psikiater atau dokter jiwa dalam 
menentukan pertimbangan tersebut. Tindakan hakim yang memerintahkan 
terdakwa untuk dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa dapat ditemukan 
dalam berbagai putusan hakim misalnya dalam Penetapan hakim Nomor : 
460/Pid.B/2014/PN.JBG dengan perintah supaya terdakwa Mohamat 
Sholikin dimasukan ke rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun karena 
gangguan jiwa berat.  
Selanjutnya dalam Pasal 44 Ayat (3) ditegaskan mengenai 
wewenang yang dimiliki lembaga tertentu terhadap tindakan hakim yang 
memerintahkan seorang terdakwa untuk dimasukan ke dalam rumah sakit 
jiwa dalam masa percobaan selama satu tahun. Lembaga yang berwenang 





Negeri. Selain yang disebutkan dalam ayat ini tidak berwenang untuk hal 
tersebut. 
Penyelidikan mengenai ada tidaknya kemampuan 
bertanggungjawab menjadi hal penting dalam menentukan seseorang dapat 
bertanggungjawab atau tidak. Menurut Moeljatno dalam merumuskan 
ketidakmampuan bertanggung jawab (ontoerekeningsvatbaarheid) sebagai 
hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 (tiga) jalan, 
yaitu sistem deskriptif, sistem normatif dan sistem deskriptif-normatif. 
Cara ini yang sering dipakai untuk Pasal 44 Ayat (1) KUHP yaitu sistem 
deskriptif-normatif karena adanya kerjasama antara hakim dengan 
psikiater untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung 
jawab. Sistem deskriptif-normatif merupakan cara yang paling tepat dalam 
menentukan pertanggungjawaban pidana karena dalam hal ini keterangan 
psikiater dapat menjadi pertimbangan hakim sebelum memutus perkara. 
Pskitiater atau dokter jiwa menentukan ada kurang sempurnanya akal atau 
penyakitannya, sedangkan hakim yang menentukan apakah kurang 
sempurnanya akal atau penyakitannya memiliki hubungan dengan 
perbuatan pidana yang dilakukan (Moeljatno, 2008:179-180).  
4. Tinjauan tentang Alasan Penghapus Pidana 
Alasan penghapus pidana dalam KUHP diatur dalam Buku I Bab 
III tentang hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan atau Memberatkan 
Pengenaan Pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan-alasan yang 
memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 
rumusan delik/undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana. 
Mengenai alasan penghapus pidana ini terdapat penggolongan yang 
berbeda-beda. Misalnya MvT membagi alasan penghapus pidana ini dalam 
2 (dua) golongan, yaitu Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan 
seseorang yang terletak pada diri orang itu dan alasan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (Tri 
Andrisman, 2013:111). Kedua pengertian tersebut menjelaskan bahwa ada 





yang berasal bukan karena orang tersebut. Apabila ditemui salah satu dari 
kedua faktor tersebut maka ia tidak pidana. 
Alasan penghapus pidana ada yang terletak di dalam KUHP Alasan 
penghapus pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan penghapus 
pidana di dalam undang-Undang terdiri dari Tidak Mampu 
Bertanggungjawab (Pasal 44), Daya Paksa/Overmacht (Pasal 48), 
Pembelaan Terpaksa/Noodweer (Pasal 49 Ayat (2)), Melaksanakan 
Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50) dan Melaksanakan Perintah Jabatan 
(Pasal 51 Ayat (2)) (Tri Andrisman, 2013:113-129).  
Moeljatno menjelaskan mengenai pengertian alasan pembenar, 
alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan. Alasan pembenar yaitu 
alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga 
apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan 
benar. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan 
kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap 
bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia 
tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan (Moeljatno, 2008:148). Alasan 
pembenar merujuk pada “pembenaran” perbuatan pidana tapi 
menghapuskan sifat melawan hukumnya, sedangkan alasan pemaaf 
berdampak pada “pemaafan” atas perbuatan tersebut sehingga tidak 
dipidana. 
Selain alasan pembenar dan alasan di atas, dikenal pula istilah 
alasan penghapus penuntutan. Alasan penghapus penuntutan ini terjadi 
karena pemerintah menggangap bahwa atas dasar utilitas atau 
kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. 
Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Jika 
perkaranya tidak dituntut, maka yang melakukan perbuatan tidak dapat 
dipidana. Misalnya Pasal 53, kalau Terdakwa dengan suka-rela 
mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan 





alasan penghapus penunutan menjadi pertimbangan hakim tersendiri 
sebelum menjatuhkan putusan. 
5. Gangguan Jiwa dan kaitannya dengan Gangguan Bipolar (Bipolar 
Disorder) 
Konsep Gangguan Jiwa dari PPDGJ III yang merujuk ke DSM-IV 
mendefinisikan gangguan jiwa atau gangguan mental sebagai : “Sindrom 
atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang secara klinik cukup 
bermakna, dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan 
(distress) atau hendaya (impairment /disability) di dalam satu atau lebih 
fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan bahwa disfungsi itu 
adalah disfungsi dari segi perilaku, psikologik, biologik, dan gangguan itu 
tidak semata-mata terletak dalam hubungan antara orang itu dengan 
masyarakat” (Rusdi Maslim, 2013:7).  
Gejala klinis yang bermakna ini mempengaruhi seseorang 
penderitanya baik secara perilaku maupun secara psikologis. Sedangkan 
sejala klinis yang menimbulkan “penderitaan” antara lain dapat berupa 
tidak nyaman, terganggu, nyeri, dan sebagainya. Gejala klinis yang 
menimbulkan “disabilitas” ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari seperti 
mandi, makan dan sebagainya. 
Johnstone menambahkan bahwa dalam definisi yang lebih luas 
pada saat ini, penyakit mental mengacu pada spektrum kognisi, emosi dan 
perilaku yang mengganggu hubungan interpersonal serta fungsi-fungsi 
yang diperlukan untuk bekerja, di rumah, dan di sekolah (Johnstone, 
2001:200-209). Penyakit mental atau gangguan jiwa memang 
mempengaruhi segala aspek baik perkembangan otak, emosi, dan juga 
perilaku penderitanya. Hal inilah yang terkadang menyulitkan penderita 
untuk mengembangkan kepribadianya utamanya di lingkungan sekitarnya. 
Klasifikasi gangguan jiwa menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 
tahun 2013 dibagi menjadi dua bagian, yaitu: gangguan jiwa 
berat/kelompok psikosa dan gangguan jiwa ringan meliputi semua 
gangguan mental emosional yang berupa kecemasan, panik, gangguan 
alam perasaan, dan sebagainya (Ah Yusuf, et al., 2015:10). Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) ini hanya memberikan penjelasan secara 





mengenai jenis-jenis gangguan jiwanya, hanya ada penggolongan kategori 
gangguan jiwa berat dan gangguan jiwa ringan. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai klasifikasi gangguan jiwa dalam dilihat dalam Pedoman 
Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ) III. 
Richard Noll dalam “The Encylopedia of Schizophrenia and other 
Psychotic Disorders” (2007) menjelaskan :  
Bipolar disorder first appeared in the medical literature in the 
1850s when alternating melancholia and mania were paired in a 
single condition. For a number of years the diagnosis was termed 
“manic-depressive disorder”, but this was replaced by bipolar 
disorder in 1980 when the Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, 3rd Edition (DSM-III) was released” (The Best 
Practice Advocacy Cetre (bpacnz), 2014:7). 
Menurut Richard Noll, Gangguan Bipolar ini  pertama kali muncul 
dalam literatur medis di tahun 1850-an. Gangguan bipolar ini juga dikenal 
dengan nama “manic-depressive disorder”, tapi kemudian digantikan oleh 
gangguan bipolar pada tahun 1980 ketika diterbitkannya Diagnostik dan 
Statistik Manual Gangguan Mental, Edisi ke-3 (DSM-III). Selain itu 
Gangguan bipolar ini juga disebut pula dengan gangguan afektif bipolar. 
Ketiga sebutan tersebut pada intinya merujuk pada ciri-ciri yang sama 
yang dialami oleh penderita gangguan bipolar. 
Gangguan Bipolar merupakan suatu gangguan yang ditandai 
dengan perubahan mood antara rasa girang yang ekstrem dan depresi yang 
parah. Orang dengan Gangguan Bipolar ini dapat mengalami setidaknya 
dua episode yaitu episode mania atau manik dan episode depresi. Episode 
manik biasanya bertahan beberapa minggu hingga beberapa bulan, 
umumnya lebih singkat durasinya dan berakhir secara lebih tiba-tiba 
daripada episode depresi mayor. Sejumlah orang dengan Gangguan 
Bipolar yang muncul berulang berusaha untuk “bunuh diri” pada saat 
bergerak turun dari fase maniknya atau pada saat episode depresi. Mereka 
melaporkan bahwa mereka akan melakukan hampir apapun juga untuk lari 
dari kedalaman depresi yang mereka tahu akan terjadi (Jefrey S. Nevid, et 
al. 2005: 237).   
Pada penderita Gangguan Bipolar, perasaan penderita sering 
berubah-ubah dari rendah, yaitu depresi kemudian naik menjadi mania. 
Ketika berada pada episode depresi, si penderita akan merasa sedih tak 





diri. Sedangkan ketika pada episode mania, si penderita akan terlihat riang 
gembira dan penuh semangat. Pada episode mania penderita juga memiliki 
kecenderungan untuk mudah tersinggung, marah-marah dan 
membahayakan orang lain. 
Gangguan Bipolar ini memang bervariasi gejalanya antara satu 
orang dengan lainnya. Pada kondisi mania, beberapa gejala yang muncul 
antara lain : 
Tabel 1. Gejala pada Kondisi Mania 
No Gejala pada Kondisi Mania 
1  Euphoria (gembira) 
2 Inflated self-esteem (percaya diri berlebihan)  
3 Poor judgment (kemampuan menilai menjadi jelek)  
4 Bicara cepat  
5 Racing thoughts (pikiran saling berkejar-kejaran)  
6 Aggressive behavior (perilaku agresif)  
7 Agitation or irritation (agitasi atau iritasi)  
8 Kegiatan fisik meningkat  
9 Risky behavior (perilaku yang berbahaya)  
10 Spending sprees or unwise financial choices (tidak mampu 
mengelola uang, mengeluarkan uang tanpa perhitungan)  
11 Meningkatnya dorongan untuk berprestasi atau mencapai tujuan  
12 Meningkatnya dorongan seksual  
13 Berkurangnya dorongan untuk tidur, tidak merasa mengantuk.  
14 Gampang terganggu konsentrasi  
15 Berlebihan dalam mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan  
16 Sering bolos sekolah atau kerja  
17 Mempunyai waham atau keluar dari realitas  
18 Prestasi kerja atau sekolah menurun 
  Sumber : (Tirto Jiwo, 2012:5) 







Tabel 2. Gejala pada Kondisi Depresi 
No Gejala pada Kondisi Depresi 
1 Kesedihan 
2 Merasa tanpa harapan  
3 Keinginan atau tindakan bunuh diri  
4 Anxiety (kecemasan)  
5 Perasaan bersalah  
6 Gangguan tidur  
7 Nafsu makan menurun atau bahkan naik.  
8 Merasa lelah berlebihan  
9 Hilangnya minat pada kegiatan yang dulu dinilainya menarik/ 
menyenangkan  
10 Sulit berkonsentrasi  
11 Mudah tersinggung  
12 Rasa nyeri kronis tanpa alasan yang jelas  
13 Sering mangkir sekolah/kerja  
14 Prestasi rendah di sekolah atau tempat kerja 
  Sumber : (Tirto Jiwo, 2012:5) 
Gangguan bipolar ini memang bervariasi gejalanya antara satu 
orang dengan lainnya. Pada kondisi mania, beberapa gejala yang perlu 
diwaspadai yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yaitu poor 
judgment (kemampuan menilai menjadi jelek), racing thoughts (pikiran 
saling berkejar-kejaran), aggressive behavior (perilaku agresif), agitation 
or irritation (agitasi atau iritasi), risky behavior (perilaku yang berbahaya), 
meningkatnya dorongan seksual, gampang terganggu konsentrasi, 
berlebihan dalam mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan, mempunyai 
waham atau keluar dari realitas. Sedangkan dalam kondisi depresi gejala 
yang perlu waspadai yaitu keinginan atau tindakan bunuh diri, sulit 
berkonsentrasi dan mudah tersinggung. Gejala-gejala tersebut, baik pada 
kondisi mania maupun depresi, tidak semuanya ditemukan ada pada 





muncul. Bahkan bisa disertai gejala lainnya di luar dari penjelasan 
tersebut. 
 





















Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pertanggungjawaban Pidana Penderita 
Gangguan Bipolar dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 










Pasal 44 KUHP 
Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan 
Pengadilan Negeri Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan 
Pengadilan Negeri Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS. 
Kekurangan Kemampuan 
untuk Bertanggungjawab  
Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan 






Kerangka pemikiran di atas menjelaskan alur penulis dalam 
menelaah dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan 
hukum yaitu analisis Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan 
Bipolar (Bipolar Disorder) yang dikaitkan dengan pertimbangan hakim 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/Pid.B/2013/PN.MLG., 
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. 
dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS. 
Sebelum membahas mengenai Gangguan Bipolar dan 
pertanggungjawabannya, berdasarkan klasifikasi penggolongan gangguan 
jiwa diketahui bahwa Gangguan Bipolar menjadi bagian dari gangguan 
kejiwaan. Penulis akan menjabarkan mengenai kasus-kasus terkait 
gangguan bipolar kemudian dikaitkan dengan pertanggungjawaban 
pidananya dari berbagai referensi. Selanjutnya penulis akan menganalisis  
pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/Pid.B/2013/PN.MLG., 
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri 
Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS. 
1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG. 
a. Identitas Pelaku 
Nama Lengkap  : Johanes Marten Luther Simanjuntak, BBA; 
Tempat Lahir  : Depok; 
Umur/ Tgl Lahir  : 32 Tahun / 03 Januari 1981; 
Jenis Kelamin  : Laki-laki; 
Kebangsaan   : Indonesia; 
Tempat Tinggal  : Simpang Darmo Permai Utara III/23,Rt. 
02,Rw. 12,Kel. Lontar,Kec.Sambikerep 
Kota Surabaya 
Agama   : Kristen; 
Pekerjaan  : Wiraswasta. 
b. Kasus Posisi 
Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak, BBA 
adalah Direktur utama PT. Generator Nusantara telah menanda 
tangani kontrak pada bulan Agustus 2011, dengan PT. Kusuma 
Satria Dinasasri Wisata jaya, untuk pembuatan dan pengadaan lift 
dan generator set di Hotel Kusuma Agrowisata, dengan harga 
kontrak sebesar Rp. 1.952.000.000.- ( satu milyard sembilan ratus 
lima puluh dua juta rupiah), dengan jangka waktu pengerjaan dari 
bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. PT. 





rekening PT. Generator Nusantara sebanyak 4 (Empat) kali, 
dengan total transferan sebesar Rp. 1.800.930.285.- (satu milyard 
delapan ratus juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan 
puluh lima ribu rupiah), di mana dari PT. Kusuma Satria Dinasasri 
Wisata jaya, mentransfer uang sebanyak itu, walaupun pekerjaan 
belum selesai dikarenakan, Terdakwa telah mengatakan bahwa “ 
pesanan barang telah dikapalkan dari Cina dan genset telah sampai 
di pelabuhan Tanjung perak, sehingga membuat PT. Kusuma 
Satria Dinasasri Wisata jaya, menjadi yakin.  Namun pada waktu 
kontrak yang disepakati selesai, pekerjaan fisik yang selesai, hanya 
rumah genset dan tiang lift, sehingga dari PT. Kusuma Satria 
Dinasasri Wisata jaya, telah mengirim surat teguran kepada 
Terdakwa pada bulan Februari 2012, sehingga di sepakati 
perpanjangan waktu.  
Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak, BBA telah 
mengirim surat pembatalan kontrak yang ditandatangani oleh 
Terdakwa sendiri pada tanggal 23 April 2012, sehingga pada 
tanggal 26 April 2012, dari PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisata 
jaya, meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang 
telah di transfer. Pada bulan Maret 2012, Terdakwa bersedia 
membayar dengan menerbitkan 10 (sepuluh) lembar cek masing-
masing senilai Rp. 180.000.000.- (Seratus delapan puluh juta 
rupiah), yang diserahkan dihadapan Notaris, yang ditanda tangani 
oleh Terdakwa dengan rekening atas nama Monica Komalasari 
(Istri Terdakwa), namun setelah PT. Kusuma Satria Dinasasri 
Wisata jaya, mencairkan cek-cek tersebut, ternyata cek-cek 
tersebut kosong alias tidak ada dananya.  
Terdakwa melakukan hal tersebut, karena Terdakwa 
didesak dari PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisata jaya, untuk 
mengembalikan uang dari PT tersebut melalui dept collector, 





perincian, di Bank BNI sebanyak 4 (empat) cek dan di Bank 
Bukopin sebanyak 6 (enam) cek, walaupun sesungguhnya 
Terdakwa mengetahui bahwa rekening atas nama istri Terdakwa, 
sudah ditutup pada tanggal 20 Desember 2012, sedangkan cek-cek 
yang diterbitkan Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2012 
sehingga kesemuanya adalah cek kosong. 
c. Dakwaan Penuntut Umum 
Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak, BBA 
didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk 
alternative, di mana dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa 
melanggar Pasal 378 KUHP atau dalam dakwaan kedua Terdakwa 
didakwa melanggar Pasal 372 KUHP atau dalam dakwaan ketiga 
Terdakwa didakwa melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP. Pasal 
378 KUHP berbunyi sebagai berikut : 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan 
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu 
muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan 
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu 
benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan 
pidana penjara paling lama 4 tahun. 
Atau Pasal 372 KUHP yang berbunyi : 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya 
bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
Atau Pasal 266 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : 
(2) Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan 
yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya 
harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk 
mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk 
mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah 





dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, 
dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
 
d. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2013, dengan nomor 
reg.perk.Pdm-22/Batu/Ep.1/04/2013, yang meminta agar supaya 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan : 
1) Menyatakan Terdakwa Johanes Martin Luter Simanjuntak 
Bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana 
dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johanes Martin Luter 
Simanjuntak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 
dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. 
3) Menetapkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) cek dengan 
perincian di Bank BNI sebanyak 4 (empat) cek dan di Bank 
Bukopin sebanyak 6 (enam) cek, 4 bukti transfer bank kepada 
rekening PT. Generator Nusantara, masing-masing : Tanggal 
29 September 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- Tanggal 19 
Oktober 2011 sebesar Rp. 125.000.000,- Tanggal 28 September 
2011 sebesar Rp. 1.305.930.285,- Tanggal 5 Desember 2011 
sebesar Rp. 70.000.000, atau total seluruhnya Rp. 
1.800.930.285,-, 1 lembar surat Pembatalan Kontrak yang 
dibuat oleh PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya kepada 
PT. Karya Nusantara Up. Martin Luter S, BBA, tertanggal 26 
April 2012 ; dan 1 bendel Legal Pernyataan yang dibuat oleh J. 
Martin Luter Simanjuntak, BBA. dihadapan Notaris Johny 
Waisapy, SH dengan Nomor : 1.952/X/JW/L/2012, tanggal 05 
Oktober 2012. 
4) Membebankan supaya terdakwa dibebani membayar biaya 






e. Putusan Hakim 
Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa  Johanes Martin 
Luther Simanjuntak yang berisi sebagai berikut : 
1) Menyatakan Terdakwa JOHANES MARTIN LUTHER 
SIMANJUNTAK,BBA, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN“. 
2)  Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. 
3) Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh 
Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di 
jatuhkan. 
4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan. 
5) Memerintahkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) cek dengan 
perincian di Bank BNI sebanyak 4 (empat) cek dan di Bank 
Bukopin sebanyak 6 (enam) cek, 4 bukti transfer bank kepada 
rekening PT. Generator Nusantara, masing-masing : Tanggal 
29 September 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- Tanggal 19 
Oktober 2011 sebesar Rp. 125.000.000,- Tanggal 28 September 
2011 sebesar Rp. 1.305.930.285,- Tanggal 5 Desember 2011 
sebesar Rp. 70.000.000, atau total seluruhnya Rp. 
1.800.930.285,-, 1 lembar surat Pembatalan Kontrak yang 
dibuat oleh PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya kepada 
PT. Karya Nusantara Up. Martin Luter S, BBA, tertanggal 26 
April 2012 ; dan 1 bendel Legal Pernyataan yang dibuat oleh J. 
Martin Luter Simanjuntak, BBA. dihadapan Notaris Johny 
Waisapy, SH dengan Nomor : 1.952/X/JW/L/2012, tanggal 05 
Oktober 2012. 
6) Membebankan supaya terdakwa dibebani membayar biaya 





Berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis 
diketahui bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG. ini Terdakwa Johanes Marten Luther 
Simanjuntak, BBA didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
yang berbentuk alternative, di mana dalam dakwaan kesatu 
Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau dalam 
dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP 
atau dalam dakwaan ketiga Terdakwa didakwa melanggar Pasal 
266 Ayat (1) KUHP. Sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi 
dipersidangan perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan kesatu yang 
melanggar pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : 
Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan 
memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, 
dengan tipu muslihat, ataupun tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 
memberi utang maupun menghapuskan hutang, diancam 
karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun. 
Kualifikasi Pasal 378 KUHP di atas terpenuhi apabila ada 
beberapa unsur yaitu membujuk (mempengaruhi orang lain), 
memberikan barang (ada benda yang diserahkan baik oleh dirinya 
sendiri maupun orang lain), menguntungan diri sendiri secara 
melawan hukum, memakai nama palsu (bukan asli), keadaan palsu 
(misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, dll), 
tipu muslihat (bersifat licik), rangkaian kata-kata bohong 
(perkataannya bukan yang sesungguhnya) atau supaya memberi 
utang maupun menghapuskan hutang. Kesemua unsur tersebut 
dilakukan secara berlanjut dan tersistematis hingga dapat dikatakan 
sebagai tindak pidana penipuan. 
Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi Pasal 378 KUHP. 
Unsur “barang siapa” terpenuhi di mana merujuk pada setiap orang 





perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum 
yaitu Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak itu sendiri. 
Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu 
atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun 
dengan karangan perkataan-perkataan bohong” terpenuhi. Unsur 
ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah 
satu sub unsur ini, telah terpenuhi maka unsur ini di anggap telah 
terbukti secara hukum. Terdakwa diketahui telah menguntungan 
diri sendiri secara melawan hukum dan supaya menghapuskan 
hutang dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan 
pribadinya sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh 
lima juta rupiah) dengan perincian  untuk memenuhi biaya 
operasional perusahaan yang terdakwa pimpin senilai 
Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk 
membayar hutang-hutang dagang yang menjadi tanggungan 
perusahaan yang terdakwa pimpin sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh 
ratus dua puluh lima juta rupiah). 
Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak, BBA juga 
melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yaitu menutup 
kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain sehingga 
keseluruhannya merupakan sesuatu yang seakan-akan benar, 
terbukti dengan Terdakwa menjanjikan pengadaan lift dan 
generator set dengan jangka waktu pengerjaan dari bulan 
September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 namun 
sampai waktu yang telah ditentukan proyek terselesaikan. Namun 
pada waktu kontrak yang disepakati selesai, pekerjaan fisik yang 
selesai, hanya rumah genset dan tiang lift, sehingga dari PT. 
Kusuma Satria Dinasasri Wisata jaya, telah mengirim surat teguran 
kepada Terdakwa pada bulan Februari 2012, sehingga di sepakati 





mengirim surat pembatalan kontrak yang ditandatangani oleh 
Terdakwa sendiri, sehingga pada tanggal 26 April 2012, dari PT. 
Kusuma Satria Dinasasri Wisata jaya, meminta kepada Terdakwa 
untuk mengembalikan uang yang telah di transfer. Pada bulan 
Maret 2012, Terdakwa bersedia membayar dengan menerbitkan 10 
(sepuluh) lembar cek masing-masing senilai Rp. 180.000.000.- 
(Seratus delapan puluh juta rupiah), yang diserahkan dihadapan 
Notaris, yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan rekening atas 
nama Monica Komalasari (Istri Terdakwa), namun setelah PT. 
Kusuma Satria Dinasasri Wisata jaya, mencairkan cek-cek tersebut, 
ternyata cek-cek tersebut kosong alias tidak ada dananya sehingga 
akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menguntungkan 
Terdakwa sendiri ataupun orang lain, namun merugikan orang lain 
dalam hal ini, saksi Edy Antoro dan saksi Gideon Andhika Satrio 
sebesar Rp. 1.800.930.285.- (satu milyard delapan ratus juta 
Sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh lima ribu 
rupiah). Unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu 
barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” juga terbukti 
dengan tindakan PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisata jaya, 
mentransfer uang sebanyak Rp. 1.800.930.285.- (satu milyard 
delapan ratus juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan 
puluh lima ribu rupiah), walaupun pekerjaan belum selesai 
dikarenakan, Terdakwa telah mengatakan bahwa pesanan barang 
telah dikapalkan dari Cina dan genset telah sampai di pelabuhan 
Tanjung perak, sehingga membuat PT. Kusuma Satria Dinasasri 
Wisata jaya menjadi yakin. 
Menurut penulis, perbuatan Terdakwa Johanes Marten 
Luther Simanjuntak, BBA juga memenuhi Pasal 372 KUHP yaitu 
dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang 





menggunakan uang proyek PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisata 
jaya yang ada dalam penguasaannya sebagai dikrektur, untuk 
kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu 
milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk 
memenuhi biaya operasional perusahaan yang terdakwa pimpin 
senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 
untuk membayar hutang-hutang dagang yang menjadi tanggungan 
perusahaan yang terdakwa pimpin sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh 
ratus dua puluh lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa Johanes 
Marten Luther Simanjuntak, BBA juga memenuhi Pasal 266 Ayat 
(1) KUHP dengan menyuruh mencantumkan suatu keterangan 
yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk 
mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk 
mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan 
itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan 
akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan 
terdakwa dengan cara menyerahkan 10 lembar cek di hadapan 
Notaris Johny Waisapy, SH. Dan membuat pula surat pernyataan 
membuat Surat Penyataan yang disahkan oleh Notaris Johny 
Waisapy, SH. Pdahal terdakwa mengetahui bahwa kesepuluh cek 
tersebut adalah cek kosong dengan tujuan agar PT. Kusuma Satria 
Dinasasri Wisatajaya tidak melakukan penagihan uang lagi kepada 
terdakwa. Dikarenakan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut 
Umum bersifat alternatif maka kedua pasal tersebut tidak perlu 
dipertimbangkan lagi. 
Pembelaan Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa 
Johanes Marten Luther Simanjuntak menderita gangguan bipolar 
dan panic attack. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi 
dr. Agung Budi Setyawan yang merupakan dokter yang menangani 





terdakwa mengalami gangguan bipolar. Tidak dijelaskan lebih 
lanjut mengenai detail penyakit gangguan bipolarnya. Namun saksi 
menyatakan bahwa perilaku sehari-hari Terdakwa cukup 
mengganggu keluarganya, seperti KDRT, kata-kata yang kasar, 
emosi yang berlebihan, sedih/gembira yang berlebihan, atau dapat 
dikatakan Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan. Menurut 
keterangannya dalam persidangan, sikap Terdakwa tersebut tidak 
ada pengaruhnya terhadap pekerjaan dan yang dapat merugikan 
orang lain dengan percaya diri yang besar (homening), yang dapat 
merugikan keluarga atau mitra kerja. Terdakwa seharusnya dapat 
menyadari karena Terdakwa bukan orang gila dan ahli dr. Agung 
Budi Setyawan mengetahui dari hasil interview yang ahli lakukan 
di luar tempat praktek dan di luar sepengetahuan Terdakwa. Selain 
dr. Agung Budi Setyawan juga sudah mengirim surat kepada 
hakim dalam menentukan pertimbangannya.  
Keterangan ahli dr. Agung Budi Setyawan tersebut secara 
tidak langsung menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan yang 
dilakukan oleh Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak 
bukan merupakan akibat dari penyakit gangguan bipolar. 
Keterangan ahli juga menyatakan bahwa sikap Terdakwa tersebut 
tidak ada pengaruhnya terhadap pekerjaan dan yang dapat 
merugikan orang lain ataupun yang dapat merugikan keluarga dan 
mitra kerja. Padahal dalam ciri-ciri umum gangguan bipolar 
disebutkan bahwa salah satu gejala gangguan bipolar yaitu 
spending sprees or unwise financial choices (tidak mampu 
mengelola uang, mengeluarkan uang tanpa perhitungan) (Tirto 
Jiwo, 2012:5), sehingga bisa saja gejala tersebut dapat ditemui 
dalam diri terdakwa dan dapat merugikan orang lain serta mitra 
kerja terdakwa. Selain itu sikap terdakwa yang mengeluarkan cek 
10 lembar tersebut dipengaruhi perasaan tertekan akibat dikejar-





lanjut apakah dalam mengeluarkan ke sepuluh cek yang berbeda 
tanggal tersebut ke semuanya dilakukan dalam keadaan tertekan 
atau pada saat terdakwa dalam keadaan normal. 
Menurut penulis, interview yang ahli lakukan di luar 
tempat praktek dan di luar sepengetahuan Terdakwa belum sesuai 
dengan pemeriksaan kesehatan jiwa berdasarkan dengan Pasal 71 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Jiwa j.o. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang  Pedoman 
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan 
Hukum untuk mengetahui pertanggungjawaban pidananya. Tidak 
terdapat keterangan lebih lanjut mengenai surat yang dikirim pada 
hakim oleh dr. Agung Budi Setyawan, apakah dalam bentuk rekam 
medis atau dalam bentuk surat keterangan ahli yang 
mencantumkan informasi mengenai apakah terdakwa pernah 
dirawat di rumah sakit jiwa atau apakah seseorang ini menderita 
gangguan jiwa. Dalam membuat surat keterangan ahli, psikater 
tidak melakukan observasi tetapi hanya melakukan pemeriksaan 
saat seseorang itu dihadapkan padanya untuk diperiksa (status 
present), sehingga tidak menutup kemungkinan saat diperiksa 
terdakwa dalam keadaan normal atau berpura-pura mengalami 
gangguan jiwa (Adriesti Herdaetha, 2014:21). 
J.E Jonkers menyebutkan ada 3 syarat mengenai 
pertanggungjawaban pidana yaitu : 
1. kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap 
suatu perbuatan. 
2. mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada 
perbuatan itu. 
3. keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat 
(Adami Chazawi, 2002:144). 
Sejalan dengan pendapat Jonkers, Terdakwa Johanes 
Marten Luther Simanjuntak dapat menentukan kehendaknya dan 
mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan penipuan 





(sepuluh) lembar cek kosong kepada PT. Kusuma Satria Dinasasri 
Wisata jaya untuk penggantian uang dari PT. Kusuma Satria 
Dinasasri Wisata jaya, yang pekerjaannya belum di selesaikan oleh 
Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui dengan benar, bahwa 
dana pada rekening atas nama Monica Komalasari kosong, dan 
sudah ditutup pada tanggal 20 Desember 2012, namun Terdakwa 
menerbitkan cek-cek tersebut ada tanggal 25 desember 2012. 
Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak juga mampu 
menginsyafi perbuatannya di mana perbuatan tersebut merupakan 
hal dilarang dalam masyarakat yaitu perbuatan penipuan itu 
memang menguntungkan dirinya sendiri yaitu untuk memenuhi 
biaya operasional perusahaan dan untuk membayar hutang-hutang 
dagang yang menjadi tanggungan perusahaan yang terdakwa 
pimpin, namun merugikan orang lain dalam hal ini PT. Kusuma 
Satria Dinasasri Wisata jaya sehingga proyek pembuatan dan 
pengadaan lift dan generator set di Hotel Kusuma Agrowisata 
terbengkalai dan tidak selesai. Sehingga ia dianggap mampu 
bertanggungjawab. 
Perbuatan penipuan sesuai Pasal 378 KUHP yang dilakukan 
oleh Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak dalam hal ini 
termasuk ke dalam kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan 
sebagai maksud mengandung unsur willens en wetens yaitu : 
“bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari 
perbuatannya; yang dimaksud di sini adalah maksud untuk 
menimbulkan akibat tertentu” (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 
2015:36). Perbuatan Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak 
yang menggunakan uang kontrak PT. Kusuma Satria Dinasasri 
Wisata jaya untuk kepentingan pribadi itu termasuk hal yang 
dikehendaki, meski dalam proses penerbitan 10 lembar cek kosong 





untuk sendiri dan merugikan orang lain itu hal tersebut juga 
dikehendaki oleh terdakwa.  
Vos menjelaskan bahwa pengertian kesalahan mempunyai 
tiga tanda khusus yaitu: 
1. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang 
melakukan perbuatan; 
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang  melakukan 
perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; 
3. Tidak terdapat alasan penghapus pidana (Teguh 
Prasetyo, 2013:51). 
Sejalan dengan pendapat Vos maka dapat dilihat bahwa 
Terdakwa dianggap memenuhi ketiga unsur kesalahan di atas. 
Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya 
secara penuh meski ia menderita gangguan bipolar. Terdakwa 
Johanes Marten Luther Simanjuntak juga menghendaki penipuan 
tersebut yang masuk ke dalam contoh kesengajaan sebagai maksud. 
Selain itu juga tidak ditemukan alasan yang dapat mengapus 
pidana. 
Majelis hakim dalam putusan ini memberikan 
pertimbangan bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-
saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, di mana Terdakwa 
dengan jelas memaparkan kronologis kejadian kerjasama antara 
PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisata jaya dengan PT. Generator 
Nusantara, dan setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis 
Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, 
dijawab dengan baik dan benar oleh Terdakwa, sehingga apa yang 
telah di sampaikan oleh penasihat Hukum Terdakwa dalam 
pembelaannya dihubungkan dengan keterangan saksi yang 
meringankan Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak yaitu 
saksi dr. Agung Budi Setyawan,Sp.KJ, serta surat yang dikirim dr. 
Agung Budi Setyawan,Sp.KJ, akan dijadikan pertimbangan bagi 
Majelis Hakim pada hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan 
putusan. Berdasarkan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak 





ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana oleh 
karena itu terdakwa tetap dapat dipidana. 
Sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu 
Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu 
perbuatan Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak telah 
merugikan orang lain dalam hal ini PT. Kusuma Satria Dinasari 
Wisatajaya. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa 
Johanes Marten Luther Simanjuntak mengakui terus terang dan 
bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, 
terdakwa masih muda diharapkan akan mengubah pola dan tingkah 
lakunya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya 
serta Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak belum pernah 
dihukum. Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “penipuan” sesuai Pasal 378 KUHP dengan dijatuhi pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah 
supaya terdakwa tetap dalam tahanan serta menetapkan barang 
bukti berupa 10 (sepuluh) cek dengan perincian di Bank BNI 
sebanyak 4 (empat) cek dan di Bank Bukopin sebanyak 6 (enam) 
cek, 4 bukti transfer bank kepada rekening PT. Generator 
Nusantara, masing-masing : Tanggal 29 September 2011 sebesar 
Rp. 300.000.000,- Tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 
125.000.000,- Tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 
1.305.930.285,- Tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp. 70.000.000, 
atau total seluruhnya Rp. 1.800.930.285,-, 1 lembar surat 
Pembatalan Kontrak yang dibuat oleh PT. Kusuma Satria Dinasasri 
Wisatajaya kepada PT. Karya Nusantara Up. Martin Luter S, BBA, 
tertanggal 26 April 2012 ; dan 1 bendel Legal Pernyataan yang 





Johny Waisapy, SH dengan Nomor : 1.952/X/JW/L/2012, tanggal 
05 Oktober 2012 dan membebankan biaya perkara terhadap 
Terdakwa. 
Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG. yang dijatuhkan oleh majelis hakim 
menurut penulis sudah sesuai dengan Pasal 378 KUHP, namun 
belum sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 
tentang  Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan 
Penegakan Hukum meskipun Hakim telah menggali fakta-fakta 
yang ada baik dari pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non 
yuridis. Hakim belum sepenuhnya memastikan keadaan jiwa 
Terdakwa Johanes Marten Luther Simanjuntak sebagai penderita 
gangguan bipolar, dalam hubungannya dengan penipuan yang 
dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim disini tidak 
mempertimbangkan gangguan bipolar yang diderita oleh Terdakwa 
Johanes Marten Luther Simanjuntak sebagai alasan yang dapat 
menghapuskan pidananya sesuai Pasal 44 KUHP karena menurut 
hakim antara tindak pidana yang dilakukan tidak ada hubungannya 
dengan penyakit gangguan bipolarnya. Menurut penulis selain 
menghadirkan ahli di persidangan hakim juga dapat meminta 
pemeriksaan kesehatan jiwa dengan observasi lebih lanjut untuk 
membuat terang mengenai pertanggungjawabannya. 
 
2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. 
a. Identitas Pelaku 
Nama Lengkap  : Raka Widyarma; 
Tempat Lahir  : Jakarta; 





Jenis Kelamin  : Laki-laki; 
Kebangsaan   : Indonesia; 
Tempat Tinggal  : Jl. Karang Asri VII/I A RT.013 RW.003 
Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan 
Cilandak, Jakarta Selatan; 
Agama   : Islam; 
Pekerjaan  : Direktur Utama Karnos Film; 
Pendidikan   : S.1 (tidak tamat). 
b. Kasus Posisi 
Terdakwa Raka Widyarma memesan sebanyak 5 butir 
ekstasi melalui aplikasi „what‟s Up‟ pada Jimos yang berada di 
Malaysia pada bulan Januari 2012 dengan pembayaran ditujukan 
ke rekening Bank BCA a.n Laili Yuliati yang dilakukan oleh 
Terdakwa secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp.600.000,- 
(enam ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu 
rupiah) dan terakhir dengan menyuruh saksi Firmansyah sebesar 
Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa 
mengirim alamat rumah Karina Andetia (Terdakwa dalam berkas 
terpisah) agar kiriman ditujukan ke alamat di Jalan Perkici Raya 
EB.2 Nomor 42 Bintaro Jaya sektor 5 Tangerang tersebut karena 
Terdakwa takut ketahuan isteri dan selanjutnya Jimos menyuruh 
agar Terdakwa menggunakan nama Irwan Iman dan Jimos pula 
yang mengatur agar Terdakwa mengirim lewat email KTP milik 
Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa me-download lewat 
internet KTP Terdakwa sendiri dengan indentitas bernama Irwan 
Imam dengan tujuan agar tidak ketahuan, di mana dan rencananya 
pil tersebut akan dipakai bersama dengan Karina. Pada hari 
Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekitar jam 16.00 WIB di area Cargo 
PT.Fedex Soekarno Hatta, ada paket yang dibuka berisi butiran-
butiran seperti pil sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dalam 





mengandung MDMA dan 3 tablet warna coklat yang mengandung 
MDMA dan Ketamine setelah di tes dengan alat Narkotest yang 
tersedia di Kantor Bea Cukai Bandara. 
Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 penyidik dengan 
beberapa anggota lainnya termasuk pihak PT. Fedex dengan 
menggunakan mobil dan seragam petugas PT. Fedex berangkat 
menuju alamat Irwan Iman sebagai penerima paket kiriman di jalan 
Perkici Raya EB.2 Nomor 42 Bintaro Jaya sektor 5 tapi di rumah 
itu tidak ada orang yang bernama Irwan Imam, padahal sehari 
sebelumnya sudah dikonfirmasi melalui telepon pada orang yang 
mengaku Irwan Iman bahwa alamat yang dituju sudah benar. Esok 
harinya yaitu hari selasa tanggal 6 maret 2012 sesampainya di 
alamat penerima paket ditemui oleh seorang perempuan (yaitu 
terdakwa Karina Andetia dalam berkas terpisah) dan orang 
bernama Irwan Iman tidak ada dirumah. Karina hendak menerima 
paket tersebut tetapi petugas menegaskan jika diserahkan kepada 
yang bukan nama yang tertera harus ada surat kuasa dari Irwan 
Iman serta fotocopy KTP Irwan Imam dan Karina 
menyanggupinya. Setelah paket tersebut diserahkan petugas masuk 
ke dalam rumah tersebut dan menyatakan diri sebagai anggota 
polisi, pada saat yang bersamaan Terdakwa Raka Widyarma ada 
didalam rumah sedang duduk dikursi. Setelah paket tersebut 
dibuka dihadapan terdakwa Raka dan Karina, keduanya kemudian 
ditangkap dibawa menuju Polres Bandara Soekarno Hatta untuk 
diproses selanjutnya. 
c. Dakwaan Penuntut Umum 
Terdakwa Raka Widyarma telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, di mana dalam 
dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar primair Pasal 114 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 





Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih 
subsider Pasal 112 Ayat (1) j.o. Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan 
kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan 
kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut : 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Subsidair Pasal 113 Ayat (1) j.o. Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
 
Lebih subsidair Pasal 112 Ayat (1) j.o. Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan 
miliar rupiah). 
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 





(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, 
Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, 
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, 
Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 
129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang 
sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal-Pasal tersebut. 
Atau 
Dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : 
(1) Setiap Penyalah Guna: 
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 
 
d. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Penuntut pada pokoknya meminta agar supaya Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :  
1) Menyatakan Terdakwa nama RAKA WIDYARMA terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 
menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri 
sesuai Surat Dakwaan JPU No. Reg. Perkara : PDM-
249/TNG/06/2012, tanggal 20 Juni 2012 , sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 
2009 tentang Narkotika dakwaan Kedua ; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAKA WIDYARMA 
dengan Pidana Penjara selama 1 ( satu ) tahun dengan perintah 
supaya Terdakwa tetap ditahan; 
5) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket PT. 





IRWAN IMAM alamat jalan Perkici Raya EB.2 Nomor 42 
Bintaro Jaya Sektor 5 Bintaro 15222 Tangerang Selatan  yang 
berisi 5 tablet ekstasi yaitu 2 tablet warna abu-abu  dengan 
diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo “ Bintang ” dengan 
berat netto seluruhnya 0,6176 gram mengandung MDMA dan 3 
tablet warna coklat dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 
cm“Banteng” dengan berat netto seluruhnya 0,7105 gramyang 
mengandung MDMA serta Ketamine dengan berat netto 
0,4778 gram ;  dinyatakan untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar 
Slip Transfer Bank BCA  yang dilampirkan dalam berkas 
perkara dan 1 (satu) unit handphone jenis Iphone merek 
“apple” berikut Sim Card yang dinyatakan dirampas untuk 
negara ; 
6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). 
e. Putusan Hakim 
Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Raka Widyarma yang berisi 
sebagai berikut : 
1) Menyatakan Terdakwa RAKA WIDYARMA telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I 
BAGI DIRI SENDIRI“. 
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. 
3) Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan di 
kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. 
4) Memerintahkan sisa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada 
Terdakwa agar dijalankan di Lembaga Rehabilitasi Medis 





5) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket PT. 
Fedex dengan airwaybill Nomor : 8984 1740 An. Penerima 
IRWAN IMAM alamat jalan Perkici Raya EB.2 Nomor 42 
Bintaro Jaya Sektor 5 Bintaro 15222 Tangerang Selatan  yang 
berisi 5 tablet ekstasi yaitu 2 tablet warna abu-abu  dengan 
diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo “ Bintang ” dengan 
berat netto seluruhnya 0,6176 gram mengandung MDMA dan 
3 tablet warna coklat dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 
cm“Banteng” dengan berat netto seluruhnya 0,7105 gramyang 
mengandung MDMA serta Ketamine dengan berat netto 
0,4778 gram ;  dinyatakan untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar 
Slip Transfer Bank BCA  yang dilampirkan dalam berkas 
perkara dan 1 (satu) unit handphone jenis Iphone merek 
“apple” berikut Sim Card yang dinyatakan dirampas untuk 
negara dan membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa 
Raka Widyarma. 
6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). 
Berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis 
diketahui bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. ini Terdakwa Raka Widyarma telah 
didakwa oleh oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang 
berbentuk alternative, di mana dalam dakwaan kesatu Terdakwa 
didakwa melanggar primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider Pasal 113 Ayat 
(1) j.o. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, lebih subsider Pasal 112 Ayat (1) j.o. Pasal 132 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika atau dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 
127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 





perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan kedua yang melanggar 
Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut : 
(1) Setiap Penyalah Guna: 
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; 
dan 
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 
Terdakwa Raka Widyarma terbukti memenuhi Pasal 127 
Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika yang didakwakan kepadanya sebagai seorang 
penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri  dengan 
menggunakan obat-obatan termasuk pil ekstasi kurang lebih 2 
(dua) tahun yaitu sejak masih sekolah di SMA karena Terdakwa 
merasa tertekan sejak kecil yaitu diejek teman-teman sekolah 
bahwa Terdakwa hanyalah seorang anak angkat sehingga ejekan-
ejekan tersebut menjadi beban dan membuat Terdakwa merasa 
tertekan tetapi tidak pernah bercerita dengan orangtua. Berdasarkan 
Surat hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Usada Insani No. 
Laboratorium 12017551, tanggal 09 Maret 2012 diperoleh hasil 
bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine. 
Terdakwa diketahui memiliki 2 tablet warna abu-abu dengan 
diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo “Bintang” dengan berat 
netto seluruhnya 0,6176 gram dan sisa barang bukti setelah 
dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium forensic 1 (satu) tablet 
warna abu-abu, yang mengandung MDMA dengan berat netto 
0,3094 gram yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 
Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika dan 3 (tiga) tablet warna coklat dengan diameter 0,7 cm 





gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara 
Laboratorium forensik 2 (dua) tablet warna Coklat, yang 
mengandung MDA atau Tenamfetamina yang terdaftar dalam 
golongan I nomor urut 50 Lampiran Undang-undang Nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketamine (mempunyai efek 
sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk 
Narkotika maupun Psikotropika), dengan berat netto 0,4778 gram.  
Surat rekomendasi dari BNN atas diri Terdakwa Raka menjelaskan 
bahwa benar 5 butir ekstasi yang dibeli Terdakwa tersebut tidak 
untuk diperdagangkan atau diperjual belikan akan tetapi barang 
bukti 5 butir ekstasi digunakan untuk menghilangkan perasaannya 
yang selalu gelisah dan seperti orang binggung dan juga suka 
marah atau sedih, Terdakwa Raka ketergantungan terhadap obat 
jenis narkotika sebagai Pecandu Narkotika,  sehingga unsur-unsur 
yang terkandung dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang 
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi 
seluruhnya. 
Mengingat dakwaan yang diajukan penuntut umum bersifat 
alternative, dengan terpenuhinya dakwaan kedua, maka dakwaan 
kesatu yang melanggar primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider Pasal 113 Ayat 
(1) j.o. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, lebih subsider Pasal 112 Ayat (1) j.o. Pasal 132 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika tidak dipertimbangkan lagi. Selain itu Hakim dalam hal 
ini juga berpatokan pada ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-
Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud 
dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan 
Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan berdasarkan 
yurisprudensi MA RI nomor 1386K/pid.sus/2011 dan dapat 





jenis narkotika yang diketemukan pada diri Terdakwa dan maksud 
Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau 
diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri oleh 
Terdakwa. 
Gangguan bipolar yang diderita oleh Terdakwa Raka 
Widyarma diketahui berdasarkan keterangan saksi dr. Erwin 
Kusuma, Sp.KJ seorang psikiater di RSPAD Gatot Soebroto yang 
juga memiliki klinik di  jalan Cilacap No.6 Menteng Jakarta Pusat. 
Terdakwa diketahui datang pertama kali ke klinik pada tanggal 26 
April 2010, kemudian datang lagi pada 4 Mei 2010 dan 31 Mei 
2010. dr. Erwin Kusuma, Sp.KJ sudah menganjurkan agar 
terdakwa datang paling tidak sebanyak 10 (sepuluh) kali tetapi 
setelah 3 (tiga) kali datang terdakwa tidak pernah datang lagi.  
Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai detail penyakit gangguan 
bipolarnya, namun saksi dr. Erwin Kusuma, Sp.KJ menjelaskan 
mengenai ciri-ciri gangguan bipolar secara umum. Gangguan 
bipolar adalah gangguan kejiwaan yang artinya perilaku terdakwa 
mempunyai 2 (dua) kutub yang bisa kambuh diluar kendali atau 
disadari oleh si pengidap seperti kadang sedih yang sangat dalam 
atau sebaliknya gembira yang berlebihan. Saksi dr. Erwin Kusuma, 
Sp.KJ juga menjelaskan bahwa penyebab gangguan bipolar yang 
diderita oleh terdakwa dikarenakan faktor lingkungan. Saksi juga 
memberikan obat dengan resep dokter kepada terdakwa yaitu 
Risperidone yang berguna sebagai pengendalian diri dan Tegretol 
yang memperkuat kasiat dari Risperidone dan benar bahwa kedua 
obat tersebut menurut pengetahuan saksi termasuk obat yang 
mengandung psikotropika yang berlebihan. Namun tidak diketahui 
apakah terdakwa sejak terakhir konsultasi masih rutin 
mengkonsumsi kedua obat tersebut atau tidak. 
Terdakwa Raka Widyarma juga diperiksa oleh ahli dr. 





wawancara terhadap terdakwa pada bulan Maret 2012 dengan 
tujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan kejiwaan dan 
apakah yang bersangkutan tergolong sebagai pemula pemakai 
narkotika atau dapat dikategorikan sebagai pecandu berat terhadap 
narkotika. Hasil wawancara langsung terhadap terhadap Terdakwa 
Raka Widyarma, saksi menyimpulkan bahwa terdakwa dalam hal 
ini mengalami gangguan mental dan ditambah adanya gangguan 
halusinasi. Ciri-ciri yang dijelaskan oleh dr. Sitty Jewuskadara 
memang tidak secara langsung menerangkan terdakwa menderita 
gangguan bipolar tapi Terdakwa menyatakan terdakwa sebagai 
tergolong orang yang mengalami gangguan mental dan perilaku hal 
tersebut disebabkan oleh seringnya menggunakan stimulansia 
lainnya (F15). Tetapi  terdakwa menyatakan bahwa mengkonsumsi 
ekstasi tersebut untuk menghilangkan perasaannya yang selalu 
gelisah dan seperti orang bingung dan juga suka marah atau sedih. 
Ciri-ciri gejala tersebut menunjukan adanya gejala gangguan 
bipolar. 
 Kode F15 sebagaimana dimaksud di atas dalam Pedoman 
Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia 
(PPDGJ) dikenal dengan gangguan mental dan perilaku akibat 
pengunaan stimulansia lain termasuk kafein di mana diagnosis ini 
dikaitan pada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat 
psikoaktif akibat NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan 
Zat Adiktif lainnya). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan 
Hukum, stimulan ini merupakan zat atau obat yang dapat 
merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja serta 
kesadaran seperti yang terdapat dalam ekstasi ini sehingga 
menimbulkan halusinasi. Terdakwa Raka Widyarma juga 





diri terdakwa perlu diadakan dapat diberikan pengobatan atau 
perawatan dan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan/atau 
rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO). 
Tindakan pemeriksaan jiwa terdakwa ini sudah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 71 j.o. Pasal 73 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. dengan adanya 
pemeriksaan oleh ahli dr. Sitty Jewuskadara seorang staff ahli 
BNN dan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang  
Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan 
Penegakan Hukum untuk mengetahui pertanggungjawaban 
pidananya di mana ahli dr. Sitty Jewuskadara menyarankan 
terdakwa untuk mendapat rehabilitasi sosial di Rumah Sakit 
Ketergantungan Obat (RSKO). 
Moeljatno memberikan pengertian tentang kemampuan 
bertanggungjawab yaitu : 
1. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara 
perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan 
yang melawan hukum. 
2. Harus ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya 
menurut keinsyafannya tentang baik dan buruknya perbuatan 
tadi (Adami Chazawi, 2002:144). 
Sesuai pendapat Moeljatno dan melihat dari fakta-fakta di 
atas, menurut Penulis, Terdakwa Raka Widyarma memiliki 
kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik 
dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. 
Hal ini terbukti bahwa terdakwa mengetahui bahwa ekstasi 
merupakan jenis dari narkotika yang dilarang untuk digunakan 
tanpa ijin. Tetapi Terdakwa kurang mampu untuk menentukan 
kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik dan buruknya 
perbuatan tersebut, terbukti dengan tindakan terdakwa tetap 
mengkonsumsi ecstasy tersebut selama 2 (dua) tahun meskipun ia 





terdakwa merasa tertekan karena diejek anak angkat dan untuk 
menghilangkan perasaannya yang selalu gelisah dan seperti orang 
bingung dan juga suka marah atau sedih. Menurut terdakwa, 
ekstasi dapat membantu mengendalikan mood Terdakwa dan 
dianggap memiliki efek yang sama seperti obat Risperidone yang 
berguna sebagai pengendalian diri dan Tegretol yang memperkuat 
kasiat dari Risperidone. Menurut Penulis, Terdakwa Raka 
Widyarma dapat dianggap tidak mampu bertanggungjawab 
sebagian karena antara perbuatan mengkonsumsi ekstasi ada 
kaitannya dengan penyakit gangguan bipolar yang dideritanya.  
Menurut Moeljatno untuk adanya kesalahan, terdakwa 
harus : 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab; 
3. Mempunyai suatu kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; 
4. Tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 2008:177). 
Perbuatan Terdakwa Raka Widyarma dikaitkan dengan 
pendapat Moeljatno di atas, maka dapat dikatakan bahwa unsur 
kesalahan dalam perbuatan terdakwa tidak ke semuanya terpenuhi. 
Terdakwa Raka Widyarma diketahui telah melakukan perbuatan 
pidana yaitu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri 
sendiri dengan mengkonsumsi ekstasi. Terdakwa Raka Widyarma 
sudah berada di atas umur dengan usia 21 tahun namun dapat 
dianggap tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian karena  
antara perbuatan mengkonsumsi ekstasi ada kaitannya dengan 
penyakit gangguan bipolar yang dideritanya. Terdakwa Raka 
Widyarma juga dapat dinyatakan memiliki kesalahan berupa 
kesengajaan di mana Terdakwa dengan sengaja menggunakan 
ekstasi selama kurang lebih 2 tahun dan dimungkinkan terdapat 
alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. 
Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan 
penyakit gangguan bipolar yang diderita oleh Terdakwa Raka 





meringankan pidananya. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangkan bahwa terdakwa memiliki riwayat gangguan 
bipolar dan juga tergolong orang yang mengalami gangguan mental 
dan perilaku hal tersebut disebabkan oleh seringnya menggunakan 
stimulansia lainnya (F15) yang dalam hal ini karena pengaruh obat-
obatan bipolar terdahulu termasuk ekstasi sehingga Terdakwa Raka 
Widyarma sebaiknya perlu mendapatkan rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial.  
Terdakwa Raka Widyarma juga tidak terlibat dalam 
peredaran narkotika dan termasuk ke penyalahguna narkotika. 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 
penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan 
Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan berdasarkan 
yurisprudensi MA RI nomor 1386K/pid.sus/2011 dan dapat 
dijadikan petunjuk dalam menentukan penyalahgunaan jika jumlah 
jenis narkotika yang diketemukan pada diri Terdakwa dan maksud 
Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau 
diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri. 
Pertimbangan hakim lainnya juga mengacu pada Pasal 4 
huruf d Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
yang berbunyi  bahwa Undang-undang tentang Narkotika bertujuan 
menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 
penyalahguna dan pecandu Narkotika.  Selanjutnya dalam Pasal 
103 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika dinyatakan bahwa : 
Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara Pecandu 
Narkotika memilih untuk memerintahkan yang 
bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan 
melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut bersalah 





Selain itu, penempatan penyalahgunaan, korban 
penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus berdasarkan SEMA 
RI No. 04 Tahun 2010. Ketentuan dalam SEMA RI No. 4 Tahun 
2010 dinyatakan bahwa tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah 
tempat rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang 
mendapatkan akreditas dari Dep. Kes atau Dep. Sos dengan 
dibiayai sendiri. Hal ini juga didukung dengan keterangan ahli 
yakni Ahli dr. Sitty Jewuskadara yang menyatakan bahwa terhadap 
diri Terdakwa Raka Widyarma dapat diberikan 
pengobatan/perawatan dan pemulihan melalui rehabilitasi medis 
dan/atau rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat 
(RSKO). 
Sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu 
Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu bahwa 
perbuatan Terdakwa Raka Widyarma bertentangan dengan 
program pemerintah dalam memberantas narkoba. Sedangkan hal-
hal yang meringankan yaitu Terdakwa Raka Widyarma belum 
pernah dihukum dan mengakui terus terang atas kesalahannya dan 
menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya lagi. Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa 
Terdakwa Raka Widyarma telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri“, 
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa selama 
Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. Majelis hakim juga memerintahkan sisa 
masa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar 





Jakarta. Barang bukti berupa 1 (satu) buah paket PT. Fedex yang 
berisi 5 tablet ekstasi yaitu 2 tablet warna abu-abu yang 
mengandung MDMA dan 3 tablet warna coklat yang mengandung 
MDMA serta Ketamine dinyatakan untuk dimusnahkan, 1 (satu) 
lembar Slip Transfer Bank BCA  yang dilampirkan dalam berkas 
perkara dan 1 (satu) unit handphone jenis Iphone merek “apple” 
berikut Sim Card yang dinyatakan dirampas untuk negara dan 
membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa Raka Widyarma. 
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 
1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dijatuhkan oleh majelis hakim 
menurut penulis sudah sesuai dengan pasal 127 Ayat (1) huruf a, 
Pasal 4 huruf d dan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-undang 
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA RI No. 04 Tahun 
2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga 
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial., Pasal 71 j.o. Pasal 73 
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Jiwa dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang  Pedoman 
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan 
Hukum. Hakim telah menggali fakta-fakta yang ada baik dari 
pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis. 
Berdasarkan keterangan saksi dr. Erwin Kusuma, Sp.KJ dan dr. 
Sitty J, Terdakwa Raka Widyarma memiliki riwayat gangguan 
bipolar dan tergolong ke dalam orang yang mengalami gangguan 
mental dan perilaku hal tersebut disebabkan oleh seringnya 
menggunakan stimulansia lainnya (F15) yang dalam hal ini karena 
pengaruh obat-obatan terdahulu termasuk ekstasi. Dapat 
disimpulkan bahwa gangguan bipolar yang diderita oleh Terdakwa 
Raka Widyarma memiliki kaitan perbuatan pidananya sehingga 





pidananya sesuai Pasal 44 KUHP. Sehingga tidak perlu 
menjatuhkan penjara tetapi menurut Penulis dapat langsung dengan 
memerintahkan Terdakwa Raka Widyarma untuk mendapatkan 
Rehabilitasi Medis di RSKO Cibubur Jakarta, karena diketahui 
terdakwa merupakan penyalahguna narkotika di mana Terdakwa 
membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-
belikan melainkan untuk digunakan sendiri. 
 
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 
90/Pid.B/2013/PN.WNS. 
a. Identitas Pelaku 
  Nama Lengkap : Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa 
Pringga Sangkaya; 
Tempat Lahir  : Gunungkidul ; 
Umur/ Tgl Lahir  : 22 Tahun / 12 November 1990; 
Jenis Kelamin  : Laki-laki; 
Kebangsaan   : Indonesia; 
Tempat Tinggal  :Dusun Jeruk, RT.02 / RW. 10, Desa 
Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 
Gunungkidul; 
Agama   : Islam; 
Pekerjaan  : Wiraswasta; 
Pendidikan   : SMA sederajat. 
b. Kasus Posisi 
Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 
07.30 WIB bertempat di Jalan Agus Salim Wonosari, Kab. 
Gunungkidul atau sekitar di Jalan Brigjen Katamso Wonosari Kab 
Gunungkidul Saksi SUNARDI selaku anggota Polisi dari Polres 
Gunungkidul dan berdasarkan Surat Perintah Kapolres 
Gunungkidul No.Sprint/631/1V/2013, tanggal 30 April 2013 dan 





Pegadaian selanjutnya Saksi SUNARDI melihat terdakwa, Jatra 
Prisawidy, mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X dengan 
Nopol. AB5918EW tanpa memakai helm, kemudian Saksi 
SUNARDI memberhentikan Terdakwa dan mendekatinya. Setelah 
terdakwa didekati oleh saksi Sunardi tersebut selanjutnya terdakwa 
ditanya oleh saksi Sunardi "mengapa tidak memakai Helm" 
selanjutnya di jawab oleh terdakwa "rumah saya sudah dekat" 
kemudian ditanya oleh saksi Sunardi mengenai Surat Surat 
kendaraan dan dijawab oleh terdakwa "tidak membawa” 
selanjutnya kunci motor terdakwa di ambil oleh saksi Sunardi. 
Setelah kunci motor terdakwa tersebut diambil oleh saksi 
Sunardi tersebut terdakwa tidak terima dan marah marah serta 
mencaci maki saksi Sunardi selanjutnya terdakwa menendang 
motor yang dikendarai oleh saksi Sunardi hingga motor tersebut 
terjatuh setelah motor tersebut terjatuh kemudian terdakwa 
melakukan pemukulan ke muka saksi Sunardi kurang lebih 
sebanyak 5 (lima) kali hal ini sesuai dengan keterangan saksi Aris 
Puji Yuana selaku Anggota Polisi dan rekan kerja korban, Saksi 
Khabib Ma‟sum selaku Anggota Polisi dan rekan kerja korban 
serta Saksi Adi Citra Purnama selaku Satpam di kantor Pegadaian. 
Akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut 
saksi Sunardi mengalami luka dan Visum et repertum dari RSUD 
wonosari No 370/1.724.2012, tanggal 04 Juni 2013 yang 
ditandatangani oleh dr Silas Listiasati Subarkati telah melakukan 
pemriksaan terhadap Sunardi pada kesimpulannya menyatakan 
tampak Lasirasi di bibir atas sebelah dalam pada penderita yang 
disebabkan karena benda Tumpul atau benturan benda Tumpul 
sehingga tidak masuk kantor untuk beberapa hari. 
Sebelumnya pada Jumat sore pada tanggal 31 Mei 2013 
Saksi Darsih Widiastuti selaku Ibu Terdakwa datang kerumah saksi 





saksi Sunardi karena yang bersangkutan sedang ke dokter 
melakukan pemeriksaan gigi. Kemudian dilain hari, Saksi Darsih 
Widiastuti datang lagi untuk meminta maaf atas hal tersebut. Hal 
ini juga dibenarkan oleh saksi Sunardi sendiri dalam 
keterangannya.  
c. Dakwaan Penuntut Umum 
Jatra Prisawidy didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
Primair dimana diancam dengan Pasal 213 ke-1 Jo Pasal 212 
KUHP. Isi Pasal 212 KUHP yaitu : 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas 
yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-
undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan 
kepadanya, diancam, karena melawan pejabat, dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
  Kemudian dalam Pasal 213 ke-1 KUHP yang berbunyi : 
Pemaksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam Pasal 
211 dan 212, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu 
mengakibatkan luka-luka. 
Atau selanjutnya dalam dakwaan Subsidairnya diancam 
dengan Pasal 315 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : 
Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga 
ratus rupiah. 
d. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM- P28/WSARI/0713 
yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2013 
terhadap Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis 
Hakim yang mengadili perkara agar menjatuhkan putusan sebagai 
berikut : 
1) Menyatakan terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa 
Pringga Sangkaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan 





terhadap petugas" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 
pertama melanggar Pasal 213 ke-1 jo. Pasal 212 KUHP; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jatra Prisawidy bin 
(Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya dengan pidana penjara 
selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam 
tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan; 
3) Menyatakan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda 
Supra X dengan No. Pol. AB 5958 EW dikembalikan kepada 
Jatra Prisawidy; 
4) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah). 
e. Putusan Hakim 
Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa  Jatra Prisawidy 
yang berisi sebagai berikut : 
a. Menyatakan Terdakwa JATRA PRISAWIDY BIN (ALM.) 
PERBAWA PRINGGA SANGKAYA telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
"PERLAWANAN TERHADAP SEORANG PEGAWAI 
NEGERI YANG SEDANG MELAKUKAN 
PEKERJAANNYA YANG SAH". 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena 
itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
e. Menetapkan barang bukti berupa: satu unit sepeda motor 
Honda Supra X dengan No Pol AB 5958 EW, dikembalikan 






f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah). 
Berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis 
diketahui bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 
90/Pid.B/2013/PN.WNS. ini Terdakwa Jatra Prisawidy didakwa 
oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yang dalam 
dakwaan Primairnya diancam dengan Pasal 213 ke-1 Jo Pasal 212 
KUHP atau Subsidair Pasal 315 Ayat (1) KUHP. Sesuai dengan 
fakta-fakta yang terjadi dipersidangan perbuatan terdakwa 
memenuhi dakwaan primair yang melanggar Pasal 213 ke-1 Jo 
Pasal 212 KUHP. Isi Pasal 212 KUHP yaitu : 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas 
yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-
undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan 
kepadanya, diancam, karena melawan pejabat, dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
Kemudian dalam Pasal 213 ke-1 KUHP yang berbunyi : 
Pemaksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam Pasal 
211 dan 212, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu 
mengakibatkan luka-luka. 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 212 KUHP 
merupakan suatu tindak pidana formal yakni jenis tindak pidana 
yang sudah dapat dipandang selesai dilakukan oleh seorang pelaku, 
yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang. Perbuatan melakukan perlawanan 
dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan seperti yang 
diatur dalam Pasal 212 KUHP sebenarnya merupakan suatu 
opzettelijk delict atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan 
dengan sengaja. Itu berarti agar pelaku dapat dinyatakan terbukti 
telah dengan sengaja melakukan perlawanan dengan kekerasan 





memeriksa pelaku, hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku 
telah menghendaki untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan 
atau dengan ancaman kekerasan (P.A.F Lamintang dan Theo 
Lamintang, 2010:632-634) 
Hal ini berarti bahwa agar Terdakwa Jatra Prisawidy bin 
(Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya dapat dinyatakan dengan 
sengaja melakukan perlawanan dengan kekerasan atau dengan 
ancaman kekerasan, Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa 
Pringga Sangkaya dalam hal ini harus tahu bahwa yang dilawan itu 
adalah seorang pejabat yang dalam kasus ini merupakan seorang 
Polisi lengkap dengan seragam dan atributnya. Kemudian 
Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya 
harus mengetahui yang dilawan itu sedang menjalankan tugas 
sebagai seorang polisi dalam berlalu lintas dan tugas yang 
dilakukan oleh polisi tersebut adalah perbuatan yang sah yang 
diamanatkan kepadanya sebagai suatu kewajiban. Perbuataan 
Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya 
agar dapat memenuhi kualifikasi Pasal 212 KUHP, maka harus 
dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dipandang 
selesai dilakukan oleh seorang terdakwa yaitu segera setelah 
terdakwa tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang. 
Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga 
Sangkaya dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana 
"Perlawanan Terhadap Seorang Pegawai Negeri yang sedang 
Melakukan Pekerjaannya yang Sah", yang dalam hal sesuai dengan 
ketentuan Pasal 213 ke-1 Jo Pasal 212 KUHP dan memenuhi 
kesemua unsur-unsur pasal tersebut. Unsur pertama "barang siapa" 
dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi 
subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan 





perkara ini adalah Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa Jatra 
Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya. Unsur “dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan” terbukti, di mana yang 
dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mengunakan tenaga 
atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya 
memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata , 
menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang 
yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Perbuatan 
Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya 
yang melakukan pemukulan ke muka saksi Sunardi kurang lebih 
sebanyak 5 (lima) kali hingga mengakibatkan luka-luka dianggap 
memenuhi unsur ini. Unsur ini juga bersifat alternative, sehingga 
salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan 
lagi.  
Unsur “melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan 
tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang 
atau permintaan pertolongan kepadaanya di ancam karena melawan 
pejabat” dianggap terpenuhi. Unsur ini terbukti dengan adanya 
upaya perlawanan (dengan menampar atau memukul hingga 
menyebabkan luka-luka) untuk merintangi pelaksanaan tindakan 
jabatan yang diambil oleh seorang pegawai negeri atau pejabat 
(yang dalam hal ini adalah seorang Polisi) yang sedang 
melaksanakan tugas yang sah (dibuktikan dengan surat perintah 
dari Kapolres Gunungkidul No SPRIN/631/IV/2013, tanggal 30 
April 2013 tentang tugas Comanderwhise) atau tindakan itu 
digunakan supaya menggagalkan tindakan jabatan atau agar 
tindakan itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya (usaha 
untuk menggagalkan upaya pengamanan sepeda motor Terdakwa). 
Sedangkan unsur “mengakibatkan luka-luka” terpenuhi 
dengan adanya Visum et repertum dari RSUD wonosari No 





Silas Listiasati Subarkati yang telah melakukan pemeriksaan 
terhadap Sunardi pada kesimpulannya menyatakan tampak Lasirasi 
di bibir atas sebelah dalam pada penderita yang disebabkan karena 
benda Tumpul atau benturan benda Tumpul. Selain itu, sesuai 
dengan pendapat Lamintang di atas, perbuataan Terdakwa Jatra 
Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya juga memenuhi 
kualifikasi Pasal 212 KUHP, di mana perbuatannya sudah dapat 
dipandang selesai dilakukan oleh terdakwa karena pemukulan 
tersebut dilakukan sesaat setelah saksi Sunardi mengamankan 
kunci terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang 
Polisi. 
Mengingat dakwaan yang diajukan penuntut umum bersifat 
alternative, dengan terpenuhinya dakwaan pertama, maka dakwaan 
kedua yang melanggar subsidair Pasal 315 Ayat (1) KUHP tidak 
dipertimbangkan lagi. Pasal 315 Ayat (1) KUHP yang isinya 
menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga 
ratus rupiah, menurut Penulis juga dapat dikenakan pada 
Terdakwa, hanya saja Pasal 315 Ayat (1) KUHP pengertiannya 
lebih luas, artinya dapat ditujukan pada siapapun. Sedangkan Pasal 
Pasal 213 ke-1 Jo Pasal 212 KUHP lebih spesifik merujuk pada 
seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau 
orang yang menurut kewajiban undang-undang, yang mana dalam 
kasus ini diketahui bahwa korban adalah seorang anggota polisi. 
Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga 
Sangkaya sendiri didiagnosa mengidap Gangguan Bipolar sesuai 
dengan resume rekam medis dari RSUD Wonosari tertanggal 01 
Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ida Rohmawati, Msc., 
Sp.KJ. yang dalam keterangan dijelaskan bahwa gangguan bipolar 
merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodic dan ditandai oleh 





biasanya rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup. Beberapa 
gejala umum gangguan bipolar yang menjadi poin penting yang 
mendukung kondisi terdakwa yang penulis ringkas dari rekam 
medis yaitu: cepat dan banyaknya pembicaraan, perhatian mudah 
teralih, tindakan-tindakan sembrono (ngebut, boros, infestasi dan 
tindakan tanpa perhitungan yang matang), merasa sangat tinggi dan 
mudah marah serta mudah terganggu, tidak mampu berkonsentrasi 
dan bertindak secara serampangan tanpa berfikir konsekuensinya.  
Bukti bahwa Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa 
Pringga Sangkaya menderita gangguan bipolar juga diketahui 
berdasarkan keterangan saksi Darsih Widiastuti selaku Ibu dari 
Terdakwa dan saksi Asih Suwardiningrum selaku Bibi Terdakwa, 
bahwa  sejak kelas I SMA terdakwa mempunyai riwayat gangguan 
jiwa, namun saksi menegaskan bahwa terdakwa tidak gila hanya 
sedikit mengalami gangguan kejiwaan. terdakwa sejak kelas I 
SMA sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum 
daerah Wonosari dan tiap hari harus minum obat, namun Terdakwa 
Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya merasa 
sehat dan normal sehingga tidak mau minum obat lagi, termasuk 
ketika peristiwa itu terjadi. Resume rekam medis yang diajukan 
oleh penasehat hukum hanya menyebutkan bahwa Terdakwa Jatra 
Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya menderita 
gangguan bipolar. Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai gejala 
spesifik dan kronisitas penyakit gangguan bipolar pada diri Jatra 
Prisawidy. Tidak dijelaskan pula apakah ia disertai dengan 
halusinasi dan delusi. Selain itu dalam kasus ini tidak ada ahli yang 
dihadirkan dalam persidangan.  
Meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai gejala 
gangguan bipolar dalam kasus Terdakwa Jatra Prisawidy bin 
(Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya, namun penganiayaan hingga 





dengan gangguan bipolar yang diderita oleh terdakwa, sehingga 
menurut penulis diperlukan  pemeriksaan kejiwaan lebih lanjut 
oleh Ahli. Mengutip pendapat dari E.Y Kanter di mana dikatakan 
seseorang mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya: 
1. Keadaan jiwanya:  
a. tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara (temporair); 
b. tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu,idiot, dan 
sebagainya); dan  
c. tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, 
karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain 
dia dalam keadaan sadar.  
2. Kemampuan jiwanya: 
a. dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
b. dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak dan 
c. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut (E.Y 
Kanter, 2002:249). 
Menurut Penulis, Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) 
Perbawa Pringga Sangkaya dalam kasus ini sejalan dengan 
pendapat E.Y Kanter di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Keadaan jiwanya:  
a. Terdakwa tidak cacad dalam pertumbuhan namun 
terganggu oleh penyakit Gangguan Bipolar ini yang 
bersifat episodic dan ditandai oleh gejala manik 
(Khayalan), hipomanik, depresi dan campuran, biasanya 
rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup; 
b. Terdakwa dalam luapan amarah namun masih dalam 
keadaan “sadar”. 
2. Kemampuan jiwanya: 
a. Terdakwa dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya 
dengan menyadari perbuatan yang dilakukannya 
merupakan suatu tindak pidana ; 
b. Terdakwa tidak dapat menentukan kehendak atas tindakan 





saat perbuatan pidana tersebut berlangsung akibat penyakit 
tersebut dan; 
c. Terdakwa kurang bisa memahami resiko perbuatannya 
pada saat terjadinya tindak pidana, namun terdakwa 
menyesali perbuatannya yang menyebabkan luka-luka 
pada orang lain dengan meminta maaf dikemudian hari. 
Terdakwa dianggap mampu untuk mengerti dan mampu 
untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan 
masyarakat tidak dibolehkan (sadar bahwa menganiaya seorang 
polisi yang sedang bertugas itu tidak diperbolehkan) tetapi tidak 
mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan 
tersebut (tindakan spontan terdakwa karena marah akibat gangguan 
penyakit bipolar karena berhenti minum obat) sehingga patut 
diduga ada hubungan antara perbuatan terdakwa dengan penyakit 
gangguan bipolar tersebut sehingga dapat dinyatakan tidak mampu 
bertanggungjawab untuk sebagian.  Namun pendapat penulis ini 
hanya berdasar pada teori pidana saja bukan dari keterangan ahli 
karena memang tidak ada ahli yang dihadirkan dan dari keterangan 
resume rekam medis sendiri memang hanya menjelaskan riwayat 
penyakitnya saja.  
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang 
Rekam Medis, yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang 
berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil 
pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan 
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka 
pelayanan kesehatan. Resume medis hanya menjelaskan dari segi 
medis bukan dari hukum dalam artian tidak menyebutkan 
keterkaitan antara keadaan pada saat terdakwa melakukan tindak 
pidana.  Oleh karena itu, menurut Penulis, diperlukan peran ahli 





menjelaskan lebih dari sekedar tulisan dan membuat terang 
mengenai penyakit gangguan bipolar dalam kegiatan pemeriksaan 
kesehatan jiwanya tersebut, sebelum menjatuhkan putusan.  
Pemeriksaan tentang kesehatan jiwa seseorang dalam 
penegakan hukum pidana menjadi hal yang penting untuk 
dilakukan. Hal ini sesuai dengan  Pasal 3 Ayat (2) Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 
tentang  Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan 
Penegakan Hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 
71 j.o. Pasal 73 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 
tentang Kesehatan Jiwa. 
Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa : 
(1) Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang 
diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus 
mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa. 
(2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk: 
a. menentukan kemampuan seseorang dalam 
mempertanggungjawabkan tindak pidana yang 
telah dilakukannya; dan/atau 
b. menentukan kecakapan hukum seseorang untuk 
menjalani proses peradilan. 
Selanjutnya Pasal 73 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa : 
(1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan 
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan 
Pasal 72 dilakukan oleh tim. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai 
oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat 
melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, 
dan/atau psikolog klinis. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman 
pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan 
hukum diatur dengan Peraturan Menteri. 
Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 





Kesehatan Jiwa adalah  Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang  Pedoman Pemeriksaan 
Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.  Dalam 
Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa : 
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan 
hukum perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a bertujuan menilai unsur-unsur:  
a. Kemampuan Terperiksa dalam 
mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah 
dilakukannya;  
b. dampak psikologis pada Terperiksa yang menjadi 
korban tindak pidana; dan/atau  
c. kecakapan mental Terperiksa untuk menjalani proses 
peradilan pidana.  
Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Permenkes 
ini maupun dalam UU Kesehatan Jiwa, paling sedikit berjumlah 3 
(tiga) orang terdiri atas satu orang dokter spesialis kedokteran jiwa 
dan tenaga kesehatan lain, atau beberapa orang dokter spesialis 
kedokteran jiwa. Hasil dari pemeriksaan ini adalah Visum et 
Repertum Psikiatrikum, yang selanjutnya disingkat VeRP. 
Keterangan VeRP ini kemudian dapat diserahkan kepada hakim 
guna membantu hakim dalam menentukan pertanggungjawaban 
pidana penderita gangguan bipolar maupun penyakit jiwa lainnya. 
Keterangan ahli oleh dokter ahli jiwa (psychiater) di sidang 
pengadilan tentang keadaan jiwa si pembuat tidaklah wajib diikuti 
oleh majelis hakim. Dengan berbagai pertimbangan terhadap fakta-
fakta yang ada dan terungkap di persidangan baik mengenai orang 
itu sendiri maupun perbuatannya beserta hal-hal lain sekitar 
perbuatan, majelis hakim berhak menggunakan pendapatnya 
sendiri tanpa memakai keterangan ahli, seorang ahli jiwa, dalam 
memutus tentang ada tidaknya kecacatan jiwa dan penyakit jiwa 
yang menganggu akalnya. Akan tetapi, oleh adanya alasan bahwa 
hakim pada umumnya bukanlah ahli dibidang kejiwaan, maka 
sewajarnya pendapat ahli jiwa itu dipertimbangkan untuk 
memperkuat pendapatnya atau menjadi dasar pendapatnya (Adami 
Chazawi, 2011:24). 
Penulis sependapat dengan tulisan Adami Chazawi di atas, 





dalam mengambil pertimbangan hakim sebaiknya tetap 
mendengarkan pendapat ahli. Keterangan ahli tersebut dapat 
mempermudah hakim dalam menentukan pertanggungjawaban 
pidananya, juga dalam mengambil tindakan apakah terdakwa perlu 
untuk dimasukan ke rumah sakit jiwa atau tidak, sehingga 
berdasarkan pertimbangan tersebut hakim dapat memberikan 
keadilan dan kepastian hukum dalam penjatuhan putusannya. 
Pertimbangan hakim menyatakan bahwa Terdakwa Jatra 
Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya dianggap mampu 
bertanggungjawab. Majelis hakim dalam perkara ini berkesimpulan 
bahwa Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga 
Sangkaya yang diketahui menderita Gangguan Bipolar ini 
dianggap “mampu bertanggungjawab” atas perbuatan yang 
dilakukannnya didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan 
fakta yang ada selama proses persidangan secara obyektif terdakwa 
dengan segala kelengkapannya, baik rokhani maupun jasmani, 
mempunyai fisik yang sehat daya penalaran dan daya tangkap 
untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala 
sesuatu yang terjadi di persidangan, hal ini terbukti selama 
persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan baik 
semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat 
Hukumnya, serta dapat mengingat dan menjelaskan secara detil 
mengenai perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh 
Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat 
dalam diri terdakwa, yaitu orang orang yang kurang sempurna 
akalnya sejak lahir maupun terganggu jiwanya kerena penyakit 
(Ziekelijke storing) dalam diri terdakwa yaitu sakit jiwa yang 
bukan kerena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan pasal 44 
ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa 





dilakukannya, dengan demikian tidak ada alasan pemaaf dalam 
perkara ini. 
Sebelum Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa 
Pringga Sangkaya dijatuhi pidana, majelis hakim menguraikan hal-
hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang 
memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) 
Perbawa Pringga Sangkaya meresahkan aparat di lembaga 
kepolisian. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa 
Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya sangat 
menyesali perbuatannya sendiri tersebut serta berjanji tidak akan 
melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Terdakwa Jatra 
Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya dan korban sudah 
saling memaafkan sehingga sudah terjadi perdamaian; Terdakwa 
Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya juga 
mengakui terus teras di persidangan atas perbuatan yang 
dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. 
Majelis Hakim menjatuhkan putusan sama dengan tuntutan 
penuntut umum yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 4 (tiga) 
bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 
dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan serta 
menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda 
Supra X dengan No. Pol. AB 5958 EW untuk dikembalikan kepada 
Terdakwa Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga Sangkaya 
dan membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa. 
Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 
90/Pid.B/2013/PN.WNS. yang dijatuhkan oleh majelis hakim 
menurut penulis sudah sesuai dengan Pasal 213 ke-1 Jo Pasal 212 
KUHP dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis 
tetapi belum sesuai dengan Pasal 71 j.o. Pasal 73 Ayat (3) Undang-





Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2015 tentang  Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa 
untuk Kepentingan Penegakan Hukum, meskipun hakim di sini 
telah menggali fakta-fakta yang ada baik dari pertimbangan yang 
bersifat yuridis maupun non yuridis. Rekam medis tidak 
menjelaskan tentang hubungan pelaku dengan gangguan jiwanya 
karena ia hanya menjelaskan riwayat penyakit yang diderita oleh 
terdakwa dari segi medis sehingga menurut penulis diperlukan 
pemeriksaan kejiwaan lebih lanjut oleh ahli. Hakim memang tidak 
terikat oleh ahli, ahli hanya bersifat membantu hakim. Meskipun 
begitu, menentukan pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa 























SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan 3 putusan yang dianalisis oleh Penulis  yaitu Putusan 
Pengadilan Negeri Malang No. 190/Pid.B/2013/PN.MLG. tentang kasus 
Penipuan oleh Johanes Marten Luther Simanjuntak, Putusan Pengadilan 
Negeri Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG tentang kasus 
penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh Raka Widyarma 
dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS 
tentang kasus Perlawanan Terhadap Seorang Pegawai Negeri yang sedang 
Melakukan Pekerjaannya yang Sah oleh Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa 
Pringga Sangkaya di atas, diketahui bahwa dalam pertimbangannya hakim 
menyatakan bahwa ketiga terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada 
alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga dapat 
dipidana. Penulis sependapat dengan hakim bahwa terdakwa Johanes Marten 
Luther Simanjuntak dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
190/Pid.B/2013/PN.MLG. dianggap mampu bertanggungjawab. Tetapi  
Penulis tetapi kurang sependapat dengan hakim dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG dan  Putusan Pengadilan 
Negeri Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS, dimana menurut Penulis, 
terdakwa Raka Widyarma dan Jatra Prisawidy bin (Alm.) Perbawa Pringga 














Hakim hendaknya memperhatikan keterangan ahli dalam membantu 
menilai pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar dan ODGJ 
lain. Selain itu untuk menyakinkan hakim mengenai pertanggungjawaban 
pidana gangguan bipolar dan ODGJ, dapat dilakukan observasi lebih lanjut 
sesuai prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa oleh tim pemeriksa. Selain itu 
terhadap penderita gangguan bipolar yang dianggap tidak mampu 
bertanggungjawab untuk sebagian, hakim dapat mengambil tindakan dengan 
memerintahkan terdakwa untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa 
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